PELAKSANAAN FUNGSI KONSTITUSIONAL DPR DAN

IMPLIKASINYA TERHADAP KEPERCAYAAN PUBLIK:

TINJAUAN YURIDIS UNDANG-UNDANG MD3 DALAM
PERSPEKTIF SIYASAH DUSTURIYYAH

SKRIPSI

OLEH:
IMRO’ATUL AFIFAH
NIM 220203110042

PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA (S1YASAH)
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM
MALANG

2026



PELAKSANAAN FUNGSI KONSTITUSIONAL DPR DAN

IMPLIKASINYA TERHADAP KEPERCAYAAN PUBLIK:

TINJAUAN YURIDIS UNDANG-UNDANG MD3 DALAM
PERSPEKTIF SIYASAH DUSTURIYYAH

SKRIPSI

OLEH:

IMRO’ATUL AFIFAH
220203110042

PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA (S1YASAH)
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSUTAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM
MALANG

2026



PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Demi Allah SWT,
Dengan kesadaran dan rasa tanggung jawab terhadap pengemban keilmuan,

penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul:

PELAKSANAAN FUNGSI KONSTITUSIONAL DPR DAN
IMPLIKASINYA TERHADAP KEPERCAYAAN PUBLIK: TINJAUAN
YURIDIS UNDANG-UNDANG MD3 DALAM PERSPEKTIF SIVASAH
DUSTURIYYAH

Benar-benar merupakan skripsi yang disusun sendiri berdasarkan kaidah penulisan
karya ilmiah yang dapat dipertanggungjawabkan, bukan duplikat atau
memindahkan karya orang lain, kecuali sebagaimana disebutkan referensinya, baik
tercantum pada catatan kaki maupun daftar pustaka. Jika kemudian hari penelitian
skripsi ini merupakan hasil plagiasi karya orang lain baik sebagian maupun
keseluruhan, maka skripsi ini sebagai prasyarat mendapat predikat gelar sarjana

dinyatakan batal demi hukum.

Malang, 20 Mei 2026

?sw
LS " MiTerks

aonos1asoqz .
Imro’atul Afifah
NIM. 220203110042



HALAMAN PERSETUJUAN

Setelah membaca dan mengoreksi skripsi Imro’atul Afifah, NIM: 220203110042,
Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah) Fakultas Syariah Universitas Islam
Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, dengan judul:

PELAKSANAAN FUNGSI KONSTITUSIONAL DPR DAN
IMPLIKASINYA TERHADAP KEPERCAYAAN PUBLIK: TINJAUAN
YURIDIS UNDANG-UNDANG MD3 DALAM PERSPEKTIF SIYASAH
DUSTURIYYAH

Maka pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat

syarat ilmiah untuk diajukan dan diuji oleh Majelis Dewan Penguji.

Mengetahui Malang, 20 Mei 2026 Dosen

: Pembimbing,
Ketua Program Studi

Hukum Tata Neggra (Siyasah),

a H.. M. Hum.
6807101999031002

NIP. 198507032023211024



KEMENTERIAN AGAMA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
FAKULTAS SYARIAH

JI. Gajayana 50 Malang Telp. (0341) 551354 Fax. (0341) 572533

Nama

Nim

Program Studi

Dosen Pembimbing

Judul Skripsi

BUKTI KONSULTASI
: Imro’atul Afifah

2220203110042
: Hukum Tata Negara (Siyasah)
: Prayudi Rahmatullah. M.HI

: Pelaksanaan Fungsi Konstitusional DPR dan Implikasinya

Terhadap Kepercayaan Publik: Tinjauan Yuridis Undang-
Undang MD3 dalam Perspektif Siyasah Dustiriyyah

NO Hari/Tanggal Materi Konsultasi %
1. 20 Oktober 2025 | Revisi Judul %
2 31 Oktober 2025 | Revisi latar belakang & rumusan masalah %
3. 17 November 2025| Metode Penelitian %ﬁ
4. 15 Desember 2025 | ACC Seminar proposal
5 14 April 2026 Revisi Proposal
6. 24 April 2026 Konsultasi Bab 3
7 4 Mei 2026 Revisi Bab 3 %’
8. 11 Mei 2026 ACCBab3 %
9. 18 Mei 2026 ACC Bab 4 \%‘3
10. 22 Mei 2026 ACC Sidang Skripsi
Malang, 22 Mei 2026 \Y
Mengetahui,

Ketua Program Spudi Hukum Tata Negara




HALAMAN PENGESAHAN

/
Dewan Penguji Skripsi Saudari Imro’atul Afifah, NIM 220203110042, Mahasiswa
Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri
Maulana Malik Ibrahim Malang, dengan judul:

PELAKSANAAN FUNGSI KONSTITUSIONAL DPR DAN
IMPLIKASINYA TERHADAP KEPERCAYAAN PUBLIK: TINJAUAN
YURIDIS UNDANG-UNDANG MD3 DALAM PERSPEKTIF SIYASAH
DUSTURIYYAH

Telah dinyatakan LULUS dengan nilai:

Dosen Penguji:

A. Nama : Dr. Musleh Harry, S.H, M.Hum (

NIP :196807101999031002

B. Nama : Abdul Kadir, S.HI., M.H

NIP :198207112023211015

C. Nama : Prayudi Rahmatullah, M.HI

NIP : 19850703202311024

NIP . 197108261998032002



MOTTO

Dl 134445 & el o 25asa 1305 gthi ) el ) 0338 & sl a &y

“Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang
berhak menerimanya, dan apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia

hendaklah kamu menetapkannya dengan adil.”

(Q.S. An-Nisa’ ayat: 58)

Vi



KATA PENGANTAR
w2 2

Alhamdulillahirabbil’alamin, ungkapan puji syukur kehadirat Allah SWT
yang telah memberikan rahmat dan pertolongan-Nya kepada penulis, sehingga
penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul: “ PELAKSANAAN FUNGSI
KONSTITUSIONAL DPR DAN IMPLIKASINYA TERHADAP
KEPERCAYAAN PUBLIK: TINJAUAN YURIDIS UNDANG-UNDANG
MD3 DALAM PERSPEKTIF SIYASAH DUSTURIYYAH” dengan baik.
Shalawat dan salam kita haturkan kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW
yang telah memberikan uswatun hasanah kepada kita dalam menjalani kehidupan
ini secara syar’i. Dengan mengkuti beliau, semoga kita tergolong orang-orang yang
beriman dan mendapatkan syafaatnya di hari akhir kiamat. Amin.

Dengan segala pengajaran, bimbingan/ pengarahan, serta bantuan layanan
yang telah diberikan, maka dengan segala kerendahan hati penulis menyampaikan
ucapan terima kasih yang tiada taranya kepada:

1. Prof. Dr. Hj. Ilfi Nur Diana, M.S1., selaku Rektor Universitas Islam Negeri
Maulana Malik Ibrahim Malang.

2. Prof. Dr. Hj. Umi Sumbulah, M.Ag., selaku Dekan Fakultas Syariah
Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

3. Dr. Musleh Harry, S.H., M.Hum., selaku Ketua Program Studi Hukum Tata
Negara (Siyasah) Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik

Ibrahim Malang.

Vii



. Bapak Prayudi Rahmatullah. M.HI. selaku dosen pembimbing penulis yang
telah mencurahkan waktu untuk memberikan pengarahan dan motivasi
dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.

. Dewan Penguji skripsi bapak Dr. Musleh Harry, S.H,. M.Hum dan bapak
Abdul Kadir, S.HI., M.H yang telah memberikan kritik dan saran serta
arahan yang bermanfaat dalam menyempurnakan penulisan skripsi ini.
Segenap dosen Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik
Ibrahim Malang yang telah memberikan pembelajaran. Dengan niat yang
ikhlas, semoga amal mereka semua menjadi bagian dari ibadah untuk
mendapatkan ridha Allah SWT.

. Orang tua tercinta, Ibu Supaidah atas semua pengorbanan dan jasa beliau
sehingga penulis bisa sampai pada titik ini. Terima kasih atas doa-doa yang
selalu beliau berdua panjatkan sehingga menjadi kekuatan bagi penulis
untuk terus melangkah menggapai tujuan dan cita-cita. Terima kasih juga
kepada Saudara-saudara yang telah memberikan doa dan dukungannya.
Seluruh teman-teman penulis yang selalu membersamai, memotivasi, dan
membantu dalam penulisan skripsi ini.

. Kepada pihak yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu yang telah
membantu dalam proses penulisan mulai dari awal sampai akhir. Terima
kasih untuk kalian semua.

Malang, 22 Mei 2026

Imro’atul Afifah
NIM 220203110042

viii



PEDOMAN TRANSLITERASI

A. Umum

Transliterasi ialah pemindah alihan tulisan Arab ke dalam tulisan Indonesia
(Latin), bukan terjemahan bahasa Arab ke dalam bahasa Indonesia. Termasuk dalam
kategori ini adalah nama Arab dari bangsa Arab, sedangkan nama Arab dari bangsa
selain Arab ditulis sebagaimana ejaan bahasa nasionalnya, atau sebagaimana yang
tertulis dalam buku yang menjadi rujukan. Penulisan judul buku dalam catatan kaki
(footnote) maupun daftar pustaka tetap mengikuti pedoman transliterasi ini.
Terdapat berbagai pilihan standart yang dapat digunakan dalam penulisan karya
ilmiah, baik pada tingkat nasional, internasional, maupun standart khusus yang
diterapkan oleh penerbit tertentu.

Pada penulisan skripsi ini, pedoman transliterasi yang digunakan mengikuti
aturan yang diterapkan oleh Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana
Malik Ibrahim Malang, yang berpedoman pada Ejaan Yang Disenpurnakan (EYD)
plus. Pedoman tersebut didasarkan pada Surat Keputusan Bersama (SKB)
Kementerian Agama dan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik
Indonesia, yang ditetapkan pada 22 Januari 1988 dengan Nomor 158 Tahun 1987
dan Nomor 0534b/U/1987. Aturan ini juga merujuk pada A Guide Arabic

Transliteration yang disusun oleh INIS Fellow pada tahun 1992.



B. Konsonan

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat

dilihat pada halaman berikut:

Huruf Arab Nama Huruf Latin Nama
i Alif Tidak dilambangkan | Tidak dilambangkan
< Ba B Be
« Ta T Te
& Sa S Es (Titik di atas)
d Jim J Je
c Ha H Ha (Titik diatas)
d Kha Kh Ka dan Ha
3 Dal D De
3 Z Z Zet (Titik diatas)
J Ra R Er
J Zai Z Zet
o Sin S Es
U Syin Sy Es dan Ye
ol Sad S Es (Titik dibawah)
ua Dad D De (Titik dibawah)
b Ta T Te (Titik dibawah)
b Za 7 Zet (Titik dibawah)
g ‘Ain i Apostrof terbalik
& Gain G Ge




o Fa F Ef
it Qof Q Qi

d Kaf K Ka
J Lam L El

p Mim M Em
o Nun N En
3 Wau W We
® Ha H Ha

g/ Hamzah |  ......... ’ Apostrof

¢ Ya Y Ye

Hamzah (A) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi
tanda apa pun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (’).
C. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal
tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. Vokal tunggal bahasa Arab

yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda Nama Huruf Latin Nama
: Fathah A A
Kasrah I I
& Dhammah u U

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara

harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:
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Tanda Nama Huruf Latin Nama
Fathah dan Ya Ai Adanl
S0
Fathah dan Wau Au Adan U
Contoh:
& Kaifa
Jds> :Haula
D. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf,

transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf Nama Huruf dan Tanda Nama
¢ /N Fathah dan alif ~ a dan garis
atau ya A diatas
S _ 1 dan garis
Kasrah dan ya I diatas
9 Dhammah dan - u dan garis
wau U diatas
Contoh:
Gla : mata
=% : rama
Js : qila
&34 : yamutu

E. Ta’ Marbuthah

Terdapat dua transliterasi untuk ta marbiitah, antara lain: ta marbiitah hidup
atau mencapai harakat fathah, dammah dan kasrah, ditransliterasikan menjadi [t].
Sementara ta marbiitah yang mati atau diberi harakat sukun, ditransliterasikan

dengan [h] Bilamana sebuah kata berakhiran ta marbiitah diikuti dengan kata
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sandang al- dan kedua kata tersebut dibaca terpisah, sehingga ta marbiitah sandang
al- dan kedua transliterasinya menjadi ha (h). Contohnya:
J&ky) 4a3) ; raudah al-atfal
il 450401 : al-madinah al-fadilah
A& : al-hikmah
F. Syaddah (Tasydid)
Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan

sebuah tanda tasydid ( <), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan

huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda syaddah.

Contohnya:

u) : rabbana
s . najjaina
Gal) s al-haqq
&l - al hajj
e : ‘aduwwun

Jika huruf i ber-tasydid di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf

kasrah ( <), maka ia ditransliterasi seperti huruf maddah (I).

Contohnya:
05 : ‘Arabi (bukan ‘Arabiyy atau ‘araby)
e : “Ali (bukan ‘Aliyy atau ‘Aly)
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G. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf (a/if
lam ma ‘arifah). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi
seperti biasa, al-, baik ketika ia diikuti oleh huruf syamsiah maupun huruf qgamariah.
Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata
sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis

mendatar (-). Contohnya:

Gl . al-syamsu (bukan asy-syamsu)
a5 : al-zalzalah (bukan az-zalzalah)
dada > al-falsafah

3l > al-biladu

H. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (*) hanya berlaku bagi
hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal

kata, 1a tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contohnya:

C)Ejﬂj . ta'muruna
250 :al-nau’
‘)—UA}\ :umirtu

I. Penulisan Kata Arab yang Lazim Digunakan dalam Bahasa Indonesia
Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau

kalimat yang belum dibakukan dalam Bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat

yang sudah lazim dan menjadi bagian dari pembendaharaan Bahasa Indonesia, atau

sudah sering ditulis dalam tulisan Bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis menurut cara
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transliterasi di atas. Misalnya kata Al-Qur’an (dari alQur’an), Sunnah, khusus dan
umum. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks
Arab, maka mereka harus ditransliterasi secara utuh. Contoh:

Fizilal al-Qur’an

Al-Sunnah gabl al-tadwin

Al-‘Ibarat Fi ‘Umum al-Lafz la bi khusis al-sabab

J. Lafz Al-Jalalah (4V)

Kata “Allah” didahului partikel semisal huruf jarr dan huruf yang lain atau
diposisikan sebagai mudaf ilaih (frasa nominal), ditransliterisasikan tanpa huruf
hamzah. Contohnya
4 &3¢ dinullah
Adapun untuk ta marbiitah pada akhir kata yang disandarka pada lafadz aljalalah,
ditransliterasikan dengan huruf [t]. Contohnya:

A il 4 ¢ fi rahmatillah

K. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem penulisan Arab tidak terdapat konsep huruf kapital (All
Caps), dalam proses transliterasi ke dalam bahasa Indonesia, hurufhuruf tersebut
mengikuti aturan penggunaan huruf kapital sesuai dengan pedoman umum Ejaan
Bahasa Indonesia (EYD). Penggunaan huruf kapital diterapkan, misalnya, pada
huruf pertama nama diri (seperti nama orang, tempat, atau bulan), serta huruf awal
pada setiap kalimat. Apabila nama diri diawali dengan kata sandang ‘“‘al-”, maka
yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf pertama dari nama diri tersebut, bukan
huruf awal dari kata sandangnya. Namun, jika kata sandang ‘“‘al-” berada di awal
kalimat, maka huruf “A” pada kata tersebut ditulis dengan kapital menjadi “Al-"

Aturan ini juga berlaku dalam penulisan judul referensi yang menggunakan kata
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sandang “al-”, baik dalam teks utama maupun dalam daftar pustaka atau catatan
referensi seperti

CK, DP, CDK, dan DR.

Contohnya:

Wa ma Muhammadun illa rasul

Syahru Ramadan al-lazi unzila fih al-Qur’an

Nasir al-Din al-Tiis

Inna awwala baitin wudi ‘a linnasi lallazt bi Bakkata mubarakan

Abii Nasr al-Farabi

Al- Mungqiz min al-Dalal

Al- Gazali
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ABSTRAK

Imro’atul Afifah, 220203110042, 2026. Pelaksanaan Fungsi Konstitusional DPR
dan Implikasinya Terhadap Kepercayaan Publik: Tinjauan Yuridis Undang-
Undang MD3 dalam Perspektif Siyasah Dustiriyyah. Skripsi, Program Studi
Hukum Tata Negara, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik
Ibrahim Malang. Dosen Pembimbing: Prayudi Rahmatullah, M.HI.

Kata Kunci: Fungsi DPR, UU MD3, Kepercayaan Publik, Siyasah Dustiriyyah

Penelitian ini melatarbelakangi adanya dinamika pelaksanaan fungsi
konstitusional DPR RI pasca-perubahan UU MD3 yang kerap memicu perdebatan
terkait transparansi dan akuntabilitas. Fluktuasi kepercayaan publik menjadi
indikator krusial perlunya pengujian pemenuhan fungsi legislasi, anggaran, dan
pengawasan ini. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi fungsi
tersebut, dampaknya terhadap kepercayaan masyarakat, serta tinjauannya dalam
perspektif Siyasah Dustiiriyyah.

Menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan pendekatan
perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan konseptual (conceptual
approach), penelitian menemukan bahwa beberapa regulasi dalam UU MD3
cenderung memperkuat hak imunitas serta proteksi kelembagaan anggota dewan
secara berlebihan. Penguatan yang tidak dibarengi dengan transparansi ini pada
implikasinya menciptakan jarak (gap) dengan aspirasi riil masyarakat, sehingga
menurunkan legitimasi moral dan tingkat kepercayaan publik secara signifikan.

Dalam perspektif Siyasah Dustiriyyah, pelaksanaan fungsi konstitusional
DPR dipandang belum optimal mencerminkan prinsip al-amanah (akuntabilitas),
al-syira (musyawarah partisipatif), dan al-maslahah al-’ammah (kemaslahatan
publik) karena orientasi politik legislasi kelembagaan terkadang masih
mendahulukan kepentingan kelompok. Kesimpulannya, diperlukan rekonstruksi
regulasi dalam UU MD3 yang lebih mengedepankan asas keterbukaan dan sistem
checks and balances demi memulihkan marwah lembaga perwakilan serta
mengembalikan kepercayaan masyarakat.
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ABSTRACT

Imro’atul Afifah, 220203110042, 2026. "The Constitutional Functions of the
Indonesian House of Representatives and Their Implications for Public Trust:
A Juridical Analysis of the MD3 Law from the Perspective of Siyasah
Dustariyyah” Thesis, Constitutional Law Program, Faculty of Sharia, Maulana
Malik Ibrahim State Islamic University, Malang. Advisor: Prayudi Rahmatullah,
M.HI.

Keywords: Implementation of the Functions DPR’s, MD3 Law, Constitutional
Politics.

This study is motivated by the dynamics of the constitutional functions of the
DPR RI following the amendments to UU MD3, which frequently trigger public
debate regarding transparency and accountability. Fluctuations in public trust serve
as a crucial indicator of the need to examine the fulfillment of legislative, budgetary,
and oversight functions. This study aims to analyze the implementation of these
functions, their impact on public trust, and their review from the perspective of
Siyasah Dustiiriyyah.

Using normative legal research with statutory and conceptual approaches, this
study finds that several regulations within UU MD3 tend to excessively strengthen
the immunity rights and institutional protection of parliament members.
Consequently, this strengthening without adequate transparency creates a gap with
the public's actual aspirations, thereby significantly reducing moral legitimacy and
public trust.

From the Siyasah Dustiiriyyah perspective, the execution of the DPR's
constitutional functions is deemed not yet optimal in reflecting the principles of al-
amanah (accountability), al-Sytira (participatory consultation), and al-maslahah al-
’ammabh (public interest) due to the dominance of group interests. In conclusion, a
reconstruction of regulations within UU MD3 is required to emphasize openness
and strengthen checks and balances in order to restore the dignity of the legislative
institution and regain public trust.
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BAB 1

PENDAHULUAN
A. Latar Belakang

Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) merupakan salah
satu lembaga negara yang memiliki kedudukan strategis dalam sistem
ketatanegaraan. Secara konstitusional, keberadaan DPR ditegaskan dalam Pasal 19
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang menyatakan
bahwa anggota DPR dipilih melalui pemilihan umum dan susunannya diatur
dengan undang-undang.! Dalam pengaturan lebih lanjut, fungsi, tugas, dan
wewenang DPR dijabarkan dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang
MPR, DPR, DPD, dan DPRD (UU MD3), yang menegaskan bahwa DPR memiliki
fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan.? Sebagai lembaga perwakilan yang
dipilih oleh rakyat, DPR memikul amanah untuk menjalankan fungsi-fungsi
tersebut demi mewujudkan tujuan negara sebagaimana tercantum dalam
Pembukaan UUD 1945.

Dalam sistem demokrasi konstitusional, keberadaan DPR sangat penting
untuk menjamin penyelenggaraan pemerintahan yang demokratis, akuntabel, dan
berdasarkan hukum.® DPR tidak hanya berperan dalam pembentukan undang-
undang, tetapi juga menjadi instrumen pengawasan terhadap jalannya pemerintahan
agar tidak terjadi penyalahgunaan kekuasaan. Oleh karena itu, DPR memiliki posisi
sentral dalam menciptakan mekanisme checks and balances di antara cabang-

cabang kekuasaan negara.

! Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 19.

2 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan
Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pasal 67.

% Jimly Asshiddigie, Hukum Tata Negara dan Pilar-Pilar Demokrasi (Jakarta: Konstitusi Press,
2005), 87.



Pasca perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun
1945, kedudukan DPR dalam sistem ketatanegaraan Indonesia mengalami
penguatan melalui pemberian kewenangan yang lebih luas dalam bidang legislasi,
pengawasan, dan anggaran. Penguatan tersebut dimaksudkan untuk meningkatkan
kualitas penyelenggaraan pemerintahan yang demokratis dan akuntabel. Dalam
menjalankan fungsi legislasi, DPR berwenang membentuk undang-undang bersama
Presiden. Dalam fungsi pengawasan, DPR memiliki berbagai instrumen
konstitusional untuk mengawasi pelaksanaan kebijakan pemerintah. Sementara
dalam fungsi anggaran, DPR berperan dalam pembahasan dan persetujuan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Dengan kewenangan tersebut,
DPR memiliki posisi penting dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang
berorientasi pada kepentingan masyarakat.*

Meskipun secara normatif DPR memiliki kedudukan yang kuat, praktik
ketatanegaraan menunjukkan bahwa pelaksanaan fungsi konstitusional DPR masih
menghadapi berbagai persoalan. Dalam bidang legislasi, DPR kerap mendapat
kritik karena rendahnya produktivitas pembentukan undang-undang. Data Program
Legislasi Nasional (Prolegnas) menunjukkan bahwa target pembentukan undang-
undang dalam beberapa periode belum tercapai secara optimal.’® Kondisi ini
mencerminkan adanya hambatan politik, kelemahan koordinasi kelembagaan, dan

belum maksimalnya perencanaan legislasi. Selain itu, kualitas produk legislasi juga

4 Ni’matul Huda, Hukum Tata Negara Indonesia (Jakarta: Rajawali Pers, 2020), 215.
% Dwi Taufan Hidayat “DPR dan Krisis Kepercayaan Publik yang Kian Menganga” Viral pencerahan
Klikmu diakses pada 25 Desember 2025. https:/klikmu.co/dpr-dan-krisis-kepercayaan-publik-

yang-kian-menganga/


https://klikmu.co/dpr-dan-krisis-kepercayaan-publik-yang-kian-menganga/
https://klikmu.co/dpr-dan-krisis-kepercayaan-publik-yang-kian-menganga/

sering dipersoalkan karena sejumlah undang-undang dinilai belum sepenuhnya
mencerminkan prinsip keterbukaan dan partisipasi publik.®

Salah satu contoh yang menimbulkan polemik ialah revisi UU MD3 melalui
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018. Revisi tersebut menuai kritik karena
dianggap memperkuat kewenangan DPR secara berlebihan, antara lain melalui
pengaturan mengenai tindakan hukum terhadap pihak yang dianggap merendahkan
kehormatan DPR serta kewenangan pemanggilan paksa dengan bantuan aparat
kepolisian.’ Selain substansi yang kontroversial, proses pembahasannya juga dinilai
kurang partisipatif dan lebih didominasi oleh kepentingan politik partai-partai di
parlemen. Kondisi ini memunculkan kritik dari masyarakat sipil karena revisi UU
MD3 dianggap berpotensi membatasi kebebasan berpendapat dan mengganggu
prinsip demokrasi konstitusional.®

Selain fungsi legislasi, DPR juga memiliki fungsi pengawasan yang
bertujuan memastikan pelaksanaan undang-undang dan kebijakan pemerintah
berjalan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Fungsi pengawasan tersebut
dilaksanakan melalui hak interpelasi, hak angket, dan hak menyatakan pendapat
sebagaimana diatur dalam UUD 1945 dan UU MD3. Keberadaan instrumen
tersebut menunjukkan bahwa DPR memiliki peran penting dalam menjaga
akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan. Oleh karena itu, pelaksanaan fungsi
pengawasan DPR menjadi salah satu aspek penting untuk dikaji dalam menilai

peran konstitusional DPR sebagai lembaga perwakilan rakyat.®

®Dewan  Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, “Program Legislasi Nasional,”
https://www.dpr.go.id/uu/prolegnas (diakses 8 Januari 2026).

" Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 17
Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD, khususnya Pasal 73 dan Pasal 122 hurufk.

8 Ni’matul Huda, Hukum Tata Negara Indonesia, Jakarta: Rajawali Pers, (2020), 289-291.

® Yuni Kartika, “Lembaga Legislatif Republik Indonesia dalam Perspektif Siyasah Dusturiyyah,”
Qiyas: Jurnal Hukum Islam dan Peradilan 9, no. 2 (2024): 134.
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Dalam bidang anggaran, DPR memiliki kewenangan untuk membahas dan
memberikan persetujuan terhadap rancangan APBN yang diajukan oleh
pemerintah. Fungsi anggaran memiliki arti penting karena berkaitan dengan
pengalokasian sumber daya negara untuk mendukung pelaksanaan program
pembangunan dan pelayanan publik. Oleh karena itu, pelaksanaan fungsi anggaran
menuntut adanya transparansi, akuntabilitas, dan orientasi pada kepentingan
masyarakat. Berbagai dinamika yang terjadi dalam pelaksanaan fungsi anggaran
menunjukkan pentingnya kajian terhadap bagaimana fungsi tersebut dijalankan
dalam praktik ketatanegaraan Indonesia. °

Pelaksanaan fungsi legislasi, pengawasan, dan anggaran DPR juga memiliki
keterkaitan dengan tingkat kepercayaan publik terhadap lembaga legislatif. Dalam
sistem demokrasi, kepercayaan publik merupakan salah satu indikator penting yang
menunjukkan legitimasi suatu lembaga negara di mata masyarakat. Hasil survei
Indikator Politik Indonesia tahun 2024 menunjukkan bahwa tingkat kepercayaan
publik terhadap DPR berada pada tingkat yang beragam dan terus mengalami
dinamika seiring perkembangan kondisi politik dan kebijakan publik.'! Dinamika
tersebut menunjukkan bahwa hubungan antara pelaksanaan fungsi konstitusional
DPR dan persepsi masyarakat terhadap lembaga legislatif merupakan isu yang
menarik untuk dikaji lebih lanjut.

Krisis kepercayaan publik terhadap DPR juga terlihat melalui berbagai
bentuk protes masyarakat terhadap kebijakan dan kinerja lembaga tersebut. Salah
satu contohnya adalah kritik publik terhadap kebijakan kenaikan tunjangan anggota

DPR yang dinilai tidak sejalan dengan kondisi sosial-ekonomi masyarakat,

10 Komisi Pemberantasan Korupsi Laporan Tahunan KPK Tahun 2024 (Jakarta: KPK RI, 2025), 56.
11 Indikator Politik Indonesia, “Rilis Survei Nasional Tingkat Kepercayaan Publik Terhadap
Lembaga Negara Tahun 2024, “ https://indikator.co.id (diakses 5 Januari 2026)
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terutama di tengah meningkatnya kebutuhan hidup dan ketidakstabilan ekonomi
nasional. Fenomena ini menunjukkan bahwa sebagian masyarakat menilai DPR
belum sepenuhnya menjalankan amanah rakyat secara optimal. 12

Dari perspektif hukum tata negara Islam, khususnya dalam kerangka
siyasah dustiriyyah, legitimasi penyelenggaraan kekuasaan didasarkan pada
prinsip-prinsip normatif, yaitu keadilan (a/-‘adl), kemaslahatan umum (al-
maslahah al-‘ammah), dan amanah. Prinsip-prinsip tersebut menuntut agar setiap
pemegang otoritas negara melaksanakan tugasnya untuk mewujudkan
kesejahteraan rakyat serta mencegah penyalahgunaan wewenang yang merugikan
kepentingan publik.!® Dengan demikian, kontrol moral dan legal atas tindakan
pejabat publik bukan sekadar tuntutan etis, melainkan bagian dari prinsip
konstitusional dalam tata kelola pemerintahan menurut perspektif Islam.

Paradigma siyasah dustiriyyah juga memandang hubungan antara agama
dan negara secara integral, di mana sumber kedaulatan hukum berakar pada nilai-
nilai ilahiah yang harus diimplementasikan dalam kebijakan publik untuk menjaga
norma agama dan ketertiban sosial.'* Dalam konteks ini, muncul konsep institusi
representatif yang sejalan dengan ahl al-hall wa al-‘aqd, yakni kelompok
perwakilan yang bertugas merumuskan kebijakan dan mengawasi penguasa demi

menjaga kemaslahatan umat. Peran representatif tersebut bersifat normatif dan

fungsional, selain menghasilkan regulasi, lembaga perwakilan juga wajib

12 M. Igbal, Samuel Natanael Siregar dkk. “Krisis Kepercayaan Publik Terhadap DPR: Urgensi
Penguatan Kedudukan Wakil Rakyat dalam Perspektif Norma dan Konstitusi”, Jurnal Global Citizen
14, no 2 (2025) 78.

13 Muhammad Igbal, Figh Siyasah: Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam (Jakarta: Kencana
Prenada Media Group, 2014), 177-178.

14 Prayudi Rahmatullah, dkk. “Relasi Negara dan Agama Islam: Telaah Historis dan Paradigmatis”,
Islamitsch Familierecht Journal 3, no. 1 (2022): 85.



memastikan bahwa kebijakan negara mencerminkan kepentingan umum dan
prinsip amanah.’®

Berbagai dinamika dalam pelaksanaan fungsi legislasi, pengawasan, dan
anggaran DPR menunjukkan bahwa pelaksanaan fungsi konstitusional DPR
merupakan isu yang penting dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Sebagai
lembaga yang mewakili rakyat, DPR dituntut untuk menjalankan fungsi-fungsinya
sesuai dengan amanat konstitusi dan peraturan perundang-undangan. Oleh karena
itu, diperlukan kajian yang komprehensif mengenai pelaksanaan fungsi
konstitusional DPR berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang
MPR, DPR, DPD, dan DPRD serta implikasinya terhadap kepercayaan publik.

Selain itu, kajian tersebut juga penting untuk dianalisis melalui perspektif
siyasah dustliriyyah guna mengetahui kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip
ketatanegaraan Islam yang menekankan amanah, keadilan, musyawarah, dan
kemaslahatan. Berdasarkan uraian tersebut, penulis tertarik untuk melakukan
penelitian dengan judul:
“Pelaksanaan Fungsi Konstitusional DPR dan Implikasinya Terhadap Kepercayaan
Publik: Tinjavan Yuridis Undang-Undang MD3 dalam Perspektif Siyasah

Dustiriyyah”

. Batasan Masalah

Penelitian ini dibatasi pada pelaksanaan fungsi konstitusional Dewan Perwakilan
Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) yang meliputi fungsi legislasi, fungsi
pengawasan, dan fungsi anggaran sebagaimana diatur dalam Undang-Undang

Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD beserta perubahannya.

15 Ahmad Djazuli, Figh Siyasah (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2003), 52-54.



Pembahasan dalam penelitian ini hanya difokuskan pada DPR sebagai lembaga
perwakilan rakyat di tingkat pusat dan tidak membahas secara khusus kedudukan,
kewenangan, maupun pelaksanaan fungsi MPR, DPD, dan DPRD yang juga diatur
dalam UU MD3. Selain itu, penelitian ini dibatasi pada kajian normatif terhadap
pelaksanaan fungsi legislasi, pengawasan, dan anggaran DPR serta implikasinya
terhadap tingkat kepercayaan publik, yang kemudian dianalisis berdasarkan
perspektif Siyasah Dustlriyyah untuk menilai kesesuaiannya dengan prinsip-
prinsip ketatanegaraan Islam.
C. Rumusan Masalah
1. Bagaimana pelaksanaan fungsi konstitusional DPR berdasarkan Undang-
Undang MD3 dan implikasinya terhadap tingkat kepercayaan publik?
2. Bagaimana pelaksanaan fungsi konstitusional DPR ditinjau dari perspektif
Siyasah Dustariyyah?
D. Tujuan Penelitian
1. Untuk menganalisis pelaksanaan fungsi konstitusional DPR berdasarkan
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD
(UU MD3) serta implikasinya terhadap tingkat kepercayaan publik
2. Untuk menganalisis pelaksanaan fungsi konstitusional DPR ditinjau dari
perspektif Siyasah Dustiiriyyah.
E. Manfaat Penelitian
1. Manfaat Teoritis
a. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran bagi
pengembangan ilmu Hukum Tata Negara, khususnya dalam memperkaya
literatur dan konsep mengenai efektivitas fungsi parlemen (legislasi,

anggaran, dan pengawasan).



b. Menjadi sarana integrasi keilmuan yang memperluas kajian fikih politik
Islam kontemporer, terutama dalam menerapkan prinsip al-amanah, al-"adl,
dan al-maslahah al-’ammah untuk mengevaluasi institusi negara modern
seperti DPR.

c. Menjadi rujukan ilmiah dan bahan rujukan bagi peneliti atau mahasiswa
hukum berikutnya yang ingin mengkaji isu tata kelola lembaga legislatif,
revisi UU MD3, maupun dinamika kepercayaan publik.

2. Manfaat Praktis

a. Memberikan masukan konstruktif dan rekomendasi yuridis bagi Dewan
Perwakilan Rakyat dalam memperbaiki tata kelola kelembagaan,
mengoptimalkan fungsi konstitusional, serta membuka ruang partisipasi
publik yang bermakna.

b. Menjadi bahan pertimbangan strategis bagi pembentuk undang-undang
(DPR dan Pemerintah) dalam merumuskan atau merevisi regulasi penataan
kelembagaan parlemen agar lebih akuntabel dan transparan ke depan.

c. Meningkatkan pemahaman dan kesadaran kritis masyarakat luas mengenai
hak-hak konstitusionalnya, mekanisme kerja legislatif, serta bagaimana
menilai kinerja wakil rakyat secara objektif berdasarkan nilai hukum positif
maupun nilai hukum Islam

F. Definisi Konseptual
Perumusan definisi konseptual dalam metodologi penelitian hukum
merupakan langkah penting untuk memberikan batasan yang jelas terhadap variabel

penelitian, sehingga mencegah perbedaan penafsiran dan menjamin pemahaman



yang konsisten serta terarah sesuai dengan fokus penelitian.'® Berikut adalah definisi
operasional dari istilah-istilah kunci yang digunakan dalam penelitian ini:
1. Pelaksanaan fungsi konstitusional DPR

Pelaksanaan fungsi konstitusional DPR RI adalah pelaksanaan fungsi
legislasi, fungsi pengawasan, dan fungsi anggaran sebagaimana diatur dalam Pasal
20A Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Undang-
Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD.!" Fungsi
legislasi dilaksanakan melalui pembentukan undang-undang bersama Presiden,
fungsi pengawasan dilaksanakan melalui pengawasan terhadap pelaksanaan
undang-undang dan kebijakan pemerintah, sedangkan fungsi anggaran
dilaksanakan melalui pembahasan dan persetujuan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Negara (APBN). Dalam penelitian ini, pelaksanaan fungsi konstitusional
DPR dianalisis berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku serta praktik
pelaksanaannya dalam sistem ketatanegaraan Indonesia.
2. Siyasah Diisturiyah

Siyasah Diisturiyyah adalah cabang dari figh siyasah yang menitikberatkan
pada urusan ketatanegaraan Islam, terutama mengenai pembentukan undang-
undang, pembagian kekuasaan negara, serta perlindungan hak-hak rakyat dalam
kerangka konstitusi Islam. Cabang kajian ini menekankan pentingnya pembatasan
kekuasaan agar tidak disalahgunakan, serta menegaskan bahwa setiap kebijakan
dan peraturan negara harus berorientasi pada prinsip keadilan, kemaslahatan, dan

amanah demi terwujudnya kesejahteraan umat.®

16 Muhammad Wahdini ”Pengantar Metodologi Penelitian Hukum” Edisi 1, Bantul: K-Media
(2022), 18.

17 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 20A

18Maimun dan Dani Amran Hakim, “Siyasah Syar’iyyah and Its Application to Constitutional Issues
in Indonesia,” As-Siyasi: Journal of Constitutional Law 3, no. 1 (2023): 126.



3. Kepercayaan Publik

Kepercayaan publik adalah tingkat keyakinan masyarakat terhadap
integritas, kapasitas, dan kemampuan suatu lembaga dalam menjalankan tugas,
fungsi, dan kewenangan yang diberikan kepadanya. Dalam penelitian ini,
kepercayaan publik dipahami sebagai penilaian masyarakat terhadap DPR RI dalam
menjalankan fungsi legislasi, fungsi pengawasan, dan fungsi anggaran sebagai
lembaga perwakilan rakyat.!®
. Metode Penelitian

Penelitian hukum merupakan suatu proses ilmiah yang dilakukan secara
metodis, sistematis, dan logis untuk menemukan kebenaran atas permasalahan
hukum yang diteliti, baik dalam tataran teoretis maupun praktis guna menghasilkan
argumen, teori, maupun preskripsi hukum secara tepat. Metode penelitian
diperlukan untuk memberikan arah analisis yang terukur sehingga penelitian ini
dapat menjawab rumusan masalah secara objektif serta memiliki kontribusi
akademik dan praktis.?
1. Jenis penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam kajian ini adalah penelitian hukum
normatif, yaitu penelitian yang menelaah hukum sebagai norma, kaidah, dan prinsip
yang berlaku dan menjadi pedoman bagi perilaku serta penyelenggaraan
kekuasaan.?! Penelitian hukum normatif termasuk dalam disiplin preskriptif, karena

fokus utamanya adalah menilai bagaimana seharusnya suatu norma atau prinsip

19 Muhammad Arsyad, “Kepercayaan Publik Terhadap Pengelolaan Dana Desa Garuntungan,
Kabupaten Bulukamba”, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin Makassar,
(2021), 8.

20 Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum (Jakarta: UI Press, 2016), 5

21 Muhaimin, Metode Penelitian Hukum, (Mataram: Mataram University Press, 2020), 29.
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diterapkan, bukan menggambarkan fakta empiris di lapangan seperti pada
penelitian hukum empiris.??

Jenis penelitian normatif digunakan karena penelitian ini tidak mengkaji
perilaku Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) secara sosiologis,
melainkan menilai pengaturan dan pelaksanaan fungsi konstitusional DPR RI
menurut Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan
DPRD (UU MD3) serta menganalisis penurunan efektivitas fungsi legislasi,
pengawasan, dan anggaran yang berimplikasi terhadap krisis kepercayaan publik
dalam perspektif siyasah dustiriyyah. Melalui penelitian normatif, kajian ini
menelaah peraturan perundang-undangan, prinsip-prinsip ketatanegaraan Islam,
serta konsep keadilan, amanah, dan kemaslahatan sebagai parameter normatif untuk
menilai apakah pelaksanaan fungsi konstitusional DPR RI telah selaras atau justru
menyimpang dari nilai-nilai keadilan, tanggung jawab, dan tujuan kemaslahatan
sebagaimana diajarkan dalam siyasah dustiiriyyah.

2. Pendekatan Penelitian
Penelitian ini menggunakan beberapa pendekatan sebagai berikut:
a. Pendekatan Perundang-undangan (Statute Approach)

Pendekatan ini dilakukan dengan menelaah peraturan perundang-undangan
yang relevan dengan isu yang diteliti.® Melalui pendekatan ini, peneliti mengkaji
mengenai pengaturan fungsi konstitusional Dewan Perwakilan Rakyat Republik
Indonesia sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945 dan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR,

DPR, DPD, dan DPRD, termasuk peraturan perundang-undangan lain yang

22 Depri Liber Sonata, ”Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris: Karakteristik Khas dari
Metode Penelitian Hukum” Fiat Justisia Jurnal [lmu Hukum 8, no.1 (2014): 25.
23 Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum (Jakarta: Kencana, 2017), 93
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berkaitan dengan pelaksanaan fungsi legislasi, pengawasan, dan anggaran DPR,
serta keterkaitannya dengan persoalan kepercayaan publik.
b. Pendekatan Konseptual (Conceptual Approach)

Pendekatan ini digunakan untuk memahami konsep-konsep teoritis yang
berkembang dalam ilmu hukum dan teori siyasah disturiyah mengenai keadilan
(al- ‘adl), musyawarah (syura), dan pembatasan kekuasaan (tahdid al-sulthah).?
Pendekatan ini digunakan untuk mengkaji konsep-konsep hukum dan prinsip
ketatanegaraan Islam, khususnya konsep keadilan, amanah, kemaslahatan, serta
teori ahl al-%all wa al- ‘aqd dalam perspektif siyasah dustiariyyah, sebagai kerangka
normatif dalam menilai apakah pelaksanaan fungsi konstitusional DPR RI
berdampak pada melemahnya legitimasi dan kepercayaan publik.

3. Sumber Bahan Hukum
Penelitian in1 menggunakan bahan hukum sebagai berikut:
a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan sumber informasi utama yang diperoleh
secara langsung oleh peneliti dalam proses penelitian. Sumber data primer tersebut
berasal dari ketentuan hukum yang secara formal ditetapkan dan ditegakkan oleh
negara. Adapun bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini meliputi
1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (Pasal 19, Pasal

20A, dan Pasal 23)
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan
Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan

Perwakilan Rakyat Daerah (UU MD3)

24 Johnny Ibrahim, Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif (Malang: Bayu Media, 2019),
55.
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3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas UU MD3.

Selain itu, bahan hukum primer juga mencakup bahan hukum yang tidak
dikodifikasikan, yurisprudensi (putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum
tetap), dan traktat atau perjanjian internasional yang relevan dengan penelitian.
Selain itu, bahan hukum primer juga mencakup Al-Qur’an dan hadis Nabi
Muhammad saw yang menjadi sumber utama dalam Kkajian siyasah dustiriyyah,
khususnya yang berkaitan dengan prinsip keadilan, amanah, musyawarah, dan
kemaslahatan dalam penyelenggaraan kekuasaan negara.?

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum penelitian yang diperoleh
secara tidak langsung melalui media perantara, yakni dari sumber yang telah ada
seperti buku, jurnal akademik, artikel ilmiah, publikasi pemerintah, dokumen, dan
sumber internet. Bahan hukum sekunder ini berfungsi memberikan penjelasan,
interpretasi, dan analisis terhadap bahan hukum primer.?® Data sekunder dalam
penelitian ini diperoleh dari berbagai sumber, seperti dokumen resmi, publikasi
pemerintah, media, situs web, serta literatur akademik. Bahan yang digunakan
meliputi buku hukum tata negara, figh siyasah, dan siyasah dustiiriyyah, serta hasil
penelitian terdahulu berupa skripsi, tesis, disertasi, dan artikel jurnal ilmiah.
Seluruh sumber tersebut dimanfaatkan untuk memperkuat kerangka teoritis dan
memberikan perspektif akademik dalam menilai pelaksanaan fungsi konstitusional
DPR RI berdasarkan Undang-Undang MD3 dalam perspektif siyasah

dustiriyyah.?’

% Kornelius Benuf dan Muhammad Azhar, “Metodologi Penelitian Hukum Sebagai Instrumen
Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer” Jurnal Gema Keadilan 7, no 1. (2020): 26.

26 Zainuddin Ali, Metode Penelitian Hukum (Jakarta: Sinar Grafika, 2018), 42.

21 Undari Sulung dan Mohamad Muspawi “Memahami Sumber Data Penelitian : Primer, Sekunder,
dan Tersier,” Jurnal Edu Research 5. no 3 (2024): 113.
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c. Bahan Hukum Tersier
Bahan hukum tersier merupakan bahan hukum penunjang bagi bahan
hukum primer dan sekunder. Dalam penelitian ini, bahan hukum tersier yang
digunakan adalah kamus hukum, Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI),
ensiklopedia hukum, indeks kumulatif, dan berbagai sumber sejenis lainnya yang
berfungsi untuk membantu peneliti dalam memahami istilah, konsep, serta
terminologi hukum yang digunakan. Sumber-sumber ini penting untuk memastikan
ketepatan makna dan konsistensi penggunaan istilah dalam pembahasan, sehingga
analisis yang disajikan memiliki dasar konseptual yang jelas dan dapat
dipertanggungjawabkan secara akademik.?®
4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum
Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan
dengan menelusuri dan menghimpun bahan hukum primer, sekunder, dan tersier.
Bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan serta putusan
pengadilan, khususnya putusan Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung.
Bahan hukum sekunder berupa buku, jurnal ilmiah, dan pendapat para ahli,
sedangkan bahan hukum tersier seperti kamus dan ensiklopedia hukum digunakan
untuk memperjelas istilah. Metode ini dipilih karena penelitian hukum normatif
berfokus pada analisis norma, sehingga memerlukan sumber hukum yang otoritatif
sebagai dasar penyusunan argumentasi yuridis.?
5. Teknik Analisis Bahan Hukum
Penelitian hukum normatif ini menggunakan metode analisis deskriptif-

kualitatif-preskriptif dengan penalaran deduktif. Bahan hukum primer (UUD NRI

28 Soetandyo Wignjosoebroto, Hukum, Konsep dan Metode (Malang: Setara Press, 2013), 65.
2 Bambang Sunggono, Metodologi Penelitian Hukum (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2015), 41.
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1945, UU MD3) dan sekunder (literatur HTN dan Figh Siyasah) diinventarisasi
secara tematis, lalu dianalisis menggunakan interpretasi sistematis-teleologis untuk
membedah kesenjangan implementasi fungsi DPR dan dampaknya pada
kepercayaan publik. Selanjutnya, bahan hukum tersebut dibedah secara integratif
menggunakan pisau analisis Siyasah Dustiriyyah melalui indikator prinsip amanah
(al-amanah), musyawarah (al-syiird), dan kemaslahatan (a/-maslahah al-‘ammah)
guna menghasilkan kesimpulan preskriptif berupa solusi normatif yang solutif bagi
kelembagaan DPR RI.

. Penelitian Terdahulu

Metodologi penelitian hukum meliputi penelusuran penelitian terdahulu
(literature review) yang merupakan tahap fundamental untuk memetakan posisi
sebuah kajian dalam konstelasi keilmuan yang lebih luas.*® Para ahli memaparkan
tujuan utama dari tinjauan ini adalah untuk mengidentifikasi 'celah penelitian’
(research gap), menunjukkan orisinalitas (novelty), dan memastikan bahwa
penelitian yang dilakukan tidak sekadar mengulang apa yang telah ditemukan
sebelumnya.®! Bagian ini akan memaparkan beberapa penelitian relevan untuk
menegaskan posisi dan kebaruan dari penelitian ini:

Pertama, penelitian M. Ali Igbal dan Wahyuni Pudjiastuti (2011) mengkaji
tingkat kepercayaan publik terhadap Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia
dengan pendekatan kuantitatif. Fokusnya adalah mengidentifikasi faktor-faktor
yang memengaruhi kepercayaan masyarakat, seperti persepsi terhadap kinerja
legislasi, pengawasan, dan integritas anggota DPR. Persamaannya, penelitian ini

dan penelitian tersebut sama-sama menempatkan fungsi konstitusional DPR

30 Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum (Jakarta: UI Press, 1986), 51
31 Bhavna Sharma, Fundamentals of Legal Research And Legal Research Methodology, (New Delhi:
Edition, 2020)
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sebagai variabel penting yang berkorelasi dengan tingkat legitimasi publik.
Perbedaannya, penelitian terdahulu bersifat empiris-sosiologis dengan instrumen
statistik sebagai alat analisis, sedangkan penelitian ini menggunakan pendekatan
yuridis-normatif yang menelaah pengaturan dan pelaksanaan fungsi DPR
berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan
DPRD. Unsur kebaruan penelitian ini terletak pada penggunaan perspektif siyasah
dustiriyyah untuk menilai pelaksanaan fungsi DPR tidak hanya dari sisi legal-
formal, tetapi juga dari dimensi etika ketatanegaraan Islam.3?

Kedua, penelitian Tamara Alisya dkk. (2025) membahas krisis kepercayaan
publik terhadap DPR dalam konteks demonstrasi nasional yang terjadi pada 25
Agustus — 2 September 2025. Penelitian tersebut menekankan urgensi reformasi
legislasi melalui penguatan etika kelembagaan, transparansi proses pembentukan
undang-undang, dan perluasan partisipasi masyarakat. Persamaannya, kedua
penelitian sama-sama mengakui adanya penurunan legitimasi DPR sebagai
problem ketatanegaraan. Perbedaannya, penelitian tersebut lebih bersifat
kontekstual dan responsif terhadap peristiwa tertentu (event-based study),
sedangkan penelitian ini mengkaji persoalan secara struktural dan normatif
terhadap pelaksanaan fungsi konstitusional DPR dalam kerangka hukum positif.
Kebaruannya, penelitian ini tidak berhenti pada rekomendasi reformasi
administratif, tetapi menguji keselarasan fungsi DPR dengan prinsip keadilan (al-
‘adalah), amanah, dan kemaslahatan sebagai parameter normatif dalam siyasah

dustiriyyah.®

32 M. Ali Igbal dan Wahyuni Pudjiastuti “Kepercayaan Publik Terhadap DPR dan Faktor-faktor yang
Mempengaruhinya”, Forum Ilmiah 8, no.2 (2011): 53.

33 Tamara Alisya dkk, “Krisis Kepercayaan Publik Terhadap DPR RI dan Upaya Reformasi Legislasi
dalam Sistem Ketatanegaraan: Studi Kasus Demonstrasi 25 Agustus — 02 September 2025, Global
Research and Innovation Journal (GREAT) 1, no. 3 (2025): 2.
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Ketiga, penelitian Aryawijaya (2021) menyoroti penurunan kepercayaan
publik pasca pengesahan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta
Kerja, dengan menekankan kritik terhadap proses legislasi yang dinilai minim
partisipasi dan transparansi. Persamaannya, sama-sama membahas hubungan
antara produk legislasi dan persepsi publik terhadap DPR. Perbedaannya, penelitian
tersebut terfokus pada satu produk undang-undang tertentu sebagai variabel
penyebab menurunnya kepercayaan publik, sedangkan penelitian ini menelaah
pelaksanaan fungsi konstitusional DPR secara menyeluruh, mencakup fungsi
legislasi, pengawasan, dan anggaran. Adapun unsur kebaruannya, penelitian ini
menghadirkan analisis yang lebih komprehensif dengan mengaitkan hukum positif
dan teori ketatanegaraan Islam sebagai kerangka evaluatif sistemik. *

Keempat, skripsi tahun 2020 tentang pengaruh kinerja DPR terhadap tingkat
kepercayaan publik menggunakan pendekatan kuantitatif untuk menguji korelasi
antara persepsi kinerja DPR dan tingkat kepercayaan masyarakat. Persamaannya,
penelitian tersebut dan penelitian ini sama-sama melihat bahwa pelaksanaan fungsi
konstitusional memiliki implikasi langsung terhadap legitimasi lembaga
perwakilan. Perbedaannya, penelitian terdahulu terbatas pada pengukuran
hubungan kausalitas secara statistik, sementara penelitian ini menganalisis aspek
normatif mengenai bagaimana fungsi konstitusional DPR seharusnya dijalankan
menurut ketentuan peraturan perundang-undangan, khususnya Undang-Undang

Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD.%

3 Muhamad Arya Wijaya, “Fungsi Konstitusional DPR dalam Perspektif Hak Rakyat: Antara
Representasi dan Resistensi” Journal Evidence Of Law 4, no.2 (2021): 2.

% Azmi Fazrul Arifiansyah, “Kedudukan dan Fungsi Pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat
Terhadap Kebijakan Eksekutif dalam Sistem Presidensial di Indonesia Ditinjau dari Perspektif
Siyasah Dusturiyyah” Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga
Yogyakarta, 2025.
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Tabel 1

Penelitian Terdahulu

legislasi yang
dapat dilakukan
untuk
memulihkan
kepercayaan
publik terhadap
DPR?

No Judul Rumusan Hasil penelitian Perbedaan Aspek
Masalah Penelitian Kebaharuan
1 M. Ali Igbal & | -Faktor-faktor Menunjukkan Penelitian Menggunakan
Wahyuni apa saja yang bahwa tingkat terdahulu perspektif
Pudjiastuti, memengaruhi kepercayaan menggunakan Siyvasah
“Kepercayaan | tingkat publik terhadap | pendekatan Dusturiyah
Publik kepercayaan Dewan empiris- sebagai parameter
terhadap DPR | publik terhadap | Perwakilan kuantitatif, normatif dalam
dan Faktor- DPR? Rakyat Republik | sedangkan menilai
Faktor yang -Sejauh mana Indonesia penelitian ini pelaksanaan
Mempengaruhi | faktor-faktor tergolong rendah | menggunakan fungsi
nya” (2011) tersebut dan dipengaruhi | pendekatan konstitusional
berpengaruh oleh persepsi yuridis-normatif | DPR.
secara signifikan | terhadap kinerja, | berdasarkan
terhadap integritas, dan Undang-Undang
persepsi citra Nomor 17 Tahun
masyarakat kelembagaan 2014 tentang
terhadap kinerja | DPR. MPR, DPR,
DPR? DPD, dan DPRD
2 Mengkaji -Bagaimana Menemukan Penelitian Memberikan
krisis bentuk krisis adanya krisis terdahulu evaluasi berbasis
kepercayaan kepercayaan kepercayaan berbasis studi prinsip keadilan,
publik dalam | publik terhadap | publik akibat kasus amanah, dan
konteks Dewan rendahnya demonstrasi dan | kemaslahatan
demonstrasi Perwakilan transparansi dan | solusi reformasi | dalam kerangka
nasional 2025 | Rakyat Republik | partisipasi dalam | praktis; ketatanegaraan
dan Indonesia dalam | proses legislasi, | sedangkan Islam
menawarkan konteks serta penelitian ini
reformasi demonstrasi merekomendasi | fokus pada
kelembagaan. | nasional tahun kan reformasi analisis normatif
20257 untuk fungsi legislasi,
-Bagaimana memulihkan pengawasan, dan
upaya reformasi | legitimasi DPR | anggaran DPR
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Aryawijaya, -Bagaimana Menyimpulkan | Penelitian Mengkaji fungsi
“Menurunnya | proses legislasi | bahwa terdahulu DPR secara
Kepercayaan | Undang-Undang | pengesahan bersifat sistemik
Publik Nomor 11 Tahun | Undang-Undang | kontekstual pada | berdasarkan
terhadap DPR | 2020 tentang Nomor 11 Tahun | satu undang- hukum positif dan
RI Pasca Cipta Kerja di 2020 tentang undang; perspektif
Pengesahan DPR RI? Cipta Kerja penelitian ini Siyasah
UU Cipta -Bagaimana berdampak pada | menganalisis Dusturiyah.
Kerja” (2021) | dampak penurunan pelaksanaan

pengesahan UU | kepercayaan fungsi

Cipta Kerja publik karena konstitusional

terhadap tingkat | proses legislasi | DPR secara

kepercayaan dinilai kurang menyeluruh.

publik terhadap | partisipatif dan

DPR RI? transparan
Skripsi (2020), | -Bagaimana Membuktikan Penelitian Mengintegrasikan
“Pengaruh kinerja Dewan adanya pengaruh | terdahulu hukum positif dan
Kinerja DPR Perwakilan signifikan antara | mengukur nilai
RI terhadap Rakyat Republik | kinerja Dewan hubungan secara | ketatanegaraan
Tingkat Indonesia dalam | Perwakilan kuantitatif; Islam sebagai
Kepercayaan | menjalankan Rakyat Republik | penelitian ini dasar evaluasi
Publik” fungsi legislasi, | Indonesia dan bersifat pelaksanaan

pengawasan, dan | tingkat normative- fungsi

anggaran ? kepercayaan preskriptif. konstitusional

-Apakah publik, terutama DPR.

terdapat pada fungsi

pengaruh yang legislasi dan

signifikan antara | pengawasan.

kinerja DPR dan

tingkat

kepercayaan

publik?

Analisis perbandingan terhadap penelitian-penelitian  terdahulu

menunjukkan bahwa kebaruan (novelty) dalam penelitian ini terletak pada beberapa

aspek mendasar. Pertama, apabila penelitian sebelumnya lebih banyak menyoroti

tingkat kepercayaan publik terhadap Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia

melalui pendekatan empiris, studi kasus peristiwa tertentu, atau evaluasi terhadap

satu produk legislasi, maka penelitian ini berfokus secara lebih komprehensif pada

persoalan penurunan fungsi konstitusional DPR sebagaimana diatur dalam Undang-

Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD. Dengan
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demikian, objek kajian tidak terbatas pada persepsi publik atau peristiwa tertentu,
melainkan pada struktur normatif dan pelaksanaan fungsi legislasi, pengawasan,
dan anggaran secara sistemik.

Kedua, penelitian ini menggunakan kerangka analisis yang integratif
dengan memadukan perspektif hukum tata negara positif dan teori ketatanegaraan
Islam dalam Siyasah Disturiyyah. Penelitian ini tidak hanya mengevaluasi aspek
legal-formal dari pelaksanaan fungsi DPR, tetapi juga menguji kesesuaiannya
dengan prinsip keadilan (al-‘adl), amanah, dan kemaslahatan sebagai parameter
normatif dalam konsep ahl al-hall wa al-‘aqd. Dengan pendekatan tersebut,
penelitian ini berupaya memberikan evaluasi yang tidak semata-mata prosedural,
tetapi juga substantif dan etis terhadap pelaksanaan fungsi konstitusional DPR serta
implikasinya terhadap krisis kepercayaan publik.

Sistematika Penulisan

Skripsi ini terdiri atas empat bab yang disusun secara runtut agar
pembahasan terarah dan mudah dipahami. Bab | Pendahuluan memuat uraian
awal penelitian yang meliputi latar belakang mengenai pelaksanaan fungsi
konstitusional Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dan implikasinya
terhadap krisis kepercayaan publik. Bab ini juga memuat rumusan masalah, tujuan
penelitian, manfaat penelitian baik secara teoritis maupun praktis, serta definisi
konseptual yang menjelaskan istilah-istilah kunci seperti fungsi konstitusional
DPR, kepercayaan publik, dan siyasah dustiariyyah. Selain itu, disajikan pula
penelitian terdahulu untuk menegaskan posisi dan kebaruan penelitian, serta
metode penelitian yang digunakan, termasuk jenis penelitian normatif, pendekatan
perundang-undangan dan konseptual, serta sumber dan teknik pengumpulan bahan

hukum.
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Bab Il Tinjauan Pustaka berisi landasan teoritis dan konseptual yang
menjadi kerangka analisis. Dalam bab ini diuraikan teori mengenai fungsi legislatif
dalam sistem ketatanegaraan, prinsip negara hukum dan demokrasi konstitusional,
konsep kepercayaan publik. Di samping itu, dibahas pula konsep-konsep dalam
siyasah dustiriyyah seperti keadilan (al-‘adl), amanah, kemaslahatan, dan konsep
ahl al-hall wa al-‘aqd sebagai pijakan normatif dalam menilai pelaksanaan fungsi
konstitusional DPR.

Bab 111 Hasil Penelitian dan Pembahasan memuat analisis terhadap
pengaturan dan pelaksanaan fungsi legislasi, pengawasan, dan anggaran DPR
berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan
DPRD. Pembahasan diarahkan pada pelaksanaan fungsi konstitusional DPR, serta
korelasinya dengan krisis kepercayaan publik. Selanjutnya, dianalisis kesesuaian
pelaksanaan fungsi tersebut dengan prinsip-prinsip keadilan, amanah, dan
kemaslahatan dalam perspektif siyasah dustiriyyah sebagai tolak ukur legitimasi
dan tanggung jawab moral lembaga perwakilan.

Bab 1V Penutup berisi kesimpulan yang disusun sebagai jawaban atas
rumusan masalah penelitian, serta saran yang ditujukan kepada DPR dan pemangku
kebijakan guna memperkuat fungsi konstitusional dan memulihkan kepercayaan
publik. Selain itu, bab ini juga memberikan rekomendasi akademik untuk

pengembangan kajian hukum tata negara dan figh siyasah di masa mendatang.
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BAB 11

TINJAUAN PUSTAKA

A. Kepercayaan Publik

Kepercayaan publik merupakan tingkat keyakinan dan penilaian
masyarakat terhadap integritas, kredibilitas, serta kemampuan lembaga atau pejabat
publik dalam menjalankan kewenangannya secara jujur, adil, transparan, dan
bertanggung jawab demi kepentingan umum. Kepercayaan ini sekaligus menjadi
dasar legitimasi kekuasaan negara karena mencerminkan penerimaan dan dukungan
masyarakat terhadap kebijakan serta tindakan yang dihasilkan. Dengan demikian,
legitimasi tidak hanya bersumber dari aturan hukum dan konstitusi, tetapi juga dari
kesesuaian antara norma yang mengatur lembaga negara dengan praktik
penyelenggaraan kekuasaan yang dijalankan.®

Dalam konteks lembaga perwakilan, khususnya Dewan Perwakilan
Rakyat (DPR), kepercayaan publik terbentuk ketika DPR mampu menjalankan
fungsi konstitusionalnya secara profesional dan berorientasi pada kepentingan
rakyat. Fungsi legislasi, pengawasan, dan penganggaran yang dijalankan secara
akuntabel, transparan, dan berintegritas menjadi indikator utama bahwa DPR layak
dipercaya sebagai representasi rakyat. Sebaliknya, ketika terdapat ketidaksesuaian
antara amanat konstitusi dengan praktik politik yang menyimpang, maka
kepercayaan publik akan menurun dan berpotensi menimbulkan krisis legitimasi

lembaga negara.

% M. Igbal dkk, “Krisis Kepercayaan Publik Terhadap DPR: Urgensi Penguatan Kedudukan Wakil
Rakyat dalam Perspektif Norma dan Konstitusi”, Jurnal Global Citizen 14, no. 2 (2025): 77-78.
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Sebagai lembaga negara yang memberikan pelayanan publik, DPR tidak
hanya dituntut menghasilkan produk hukum, tetapi juga menjaga kepercayaan
masyarakat melalui konsistensi antara janji politik dan kinerja nyata. Prinsip
menjaga kerahasiaan data, menepati komitmen, serta menjunjung tinggi integritas
dengan tidak terlibat dalam praktik korupsi merupakan prasyarat dasar bagi
terbentuknya kepercayaan publik. Namun, dalam praktik ketatanegaraan Indonesia,
masih ditemukan banyak anggota DPR yang gagal memenuhi komitmen tersebut,
bahkan terjerat berbagai persoalan keuangan dan tindak pidana korupsi. Kondisi ini
menunjukkan lemahnya komitmen etis dalam menjalankan fungsi perwakilan dan
berimplikasi langsung pada menurunnya kepercayaan masyarakat terhadap DPR.%

Kepercayaan publik tidak terbentuk secara instan, melainkan melalui
proses yang berkelanjutan. Pembentukannya dipengaruhi oleh pengalaman
langsung masyarakat, konsistensi perilaku pejabat publik, serta pemberitaan media
massa yang membentuk persepsi kolektif. Komunikasi yang efektif menjadi
instrumen penting dalam membangun atau memulihkan kepercayaan tersebut.
Sebagaimana dikemukakan oleh Lasswell, komunikasi bertujuan untuk berbagi
pengetahuan, membentuk proses sosialisasi, menciptakan kesepakatan, dan
memperkuat persatuan. Namun, apabila informasi yang beredar didominasi oleh
pesan negatif akibat rendahnya kinerja dan integritas, maka persepsi buruk terhadap
DPR akan semakin menguat dan menghasilkan kepercayaan yang negatif pula.®

Dalam perspektif siyasah dusturiyah, kekuasaan yang sah harus dijalankan
berdasarkan prinsip amanah, keadilan, dan kemaslahatan umat. Kekuasaan yang

menyimpang dari prinsip tersebut tidak hanya melanggar norma konstitusional,

37 Tony Cram, Consumers That Count Pearson Education (London, 2001), 67
¥ M. Ali Igbal dkk, “Kepercayaan Publik Terhadap DPR dan Faktor-Faktor yang
Mempengaruhinya” Forum Ilmiah 8§, no.2 (2011): 85
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tetapi juga merusak legitimasi moral penguasa. Keadilan dalam perspektif hukum
tidak hanya dipahami sebagai formalitas prosedural, melainkan juga harus
mencerminkan keadilan substantif yang memberikan kemanfaatan nyata bagi
masyarakat. Prinsip justice as fairness menekankan adanya distribusi hak dan
kewajiban yang setara, sehingga setiap kebijakan hukum harus diarahkan untuk
melindungi kepentingan pihak yang paling tidak beruntung.®
B. Fungsi Konstitusional DPR

Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) merupakan
lembaga negara yang memiliki kedudukan penting dalam sistem ketatanegaraan
Indonesia sebagai representasi kedaulatan rakyat. Keberadaan DPR ditegaskan
dalam Pasal 19 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
yang menyatakan bahwa anggota DPR dipilih melalui pemilihan umum. Ketentuan
tersebut menunjukkan bahwa legitimasi DPR bersumber langsung dari rakyat
sebagai pemegang kedaulatan tertinggi dalam sistem demokrasi konstitusional.
Sebagai lembaga perwakilan rakyat, DPR memiliki tanggung jawab untuk
menyalurkan aspirasi masyarakat serta menjalankan fungsi-fungsi kenegaraan
sesuai amanat konstitusi.*°

Dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, kedudukan DPR mengalami
penguatan pasca perubahan UUD 1945. Sebelum amandemen, kekuasaan eksekutif
cenderung lebih dominan sehingga peran DPR belum berjalan secara maksimal.
Namun setelah amandemen, DPR ditempatkan sebagai lembaga negara yang

memiliki posisi sejajar dengan Presiden melalui mekanisme checks and balances.

39 Achmad Kadarisman dan Saifullah dkk. "Reconstruction of Nusyiiz in the Compilation of Islamic
Law from the Perspectives of Qira'ah Mubadalah and Rawls's Theory of Justice". Al-Qadha: Jurnal
Hukum Islam Dan Perundang-Undangan 12, no. 2, (2025): 389.

40 Fahira Yumna, “Sistem Checks and Balances dalam Menjaga Prinsip Demokrasi di Indonesia”,
Jurnal Media Akademik (JMA) 3, no. 6 (2025): 2-4.
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Penguatan tersebut bertujuan untuk menciptakan sistem pemerintahan yang
demokratis, akuntabel, dan berdasarkan prinsip negara hukum.

Secara konstitusional, fungsi DPR diatur dalam Pasal 20A ayat (1) UUD
1945 yang menyebutkan bahwa DPR memiliki fungsi legislasi, fungsi anggaran,
dan fungsi pengawasan.*! Ketiga fungsi tersebut merupakan inti dari fungsi
konstitusional DPR sebagai lembaga perwakilan rakyat. Pengaturan lebih lanjut
mengenai fungsi, tugas, dan wewenang DPR dijabarkan dalam Undang-Undang
Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (UU MD3).4

Fungsi legislasi merupakan fungsi DPR dalam membentuk undang-
undang bersama Presiden. Dalam pelaksanaannya, DPR memiliki kewenangan
untuk mengajukan rancangan undang-undang, membahas rancangan undang-
undang, serta memberikan persetujuan terhadap pembentukan undang-undang.
Fungsi legislasi memiliki kedudukan penting karena produk hukum yang dihasilkan
DPR menjadi dasar dalam penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara.
Oleh sebab itu, proses pembentukan undang-undang harus dilaksanakan
berdasarkan prinsip demokrasi, kepastian hukum, dan kepentingan umum.

Selain fungsi legislasi, DPR juga memiliki fungsi anggaran. Fungsi
anggaran berkaitan dengan kewenangan DPR dalam membahas dan memberikan
persetujuan terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) bersama
Presiden sebagaimana diatur dalam UUD 1945. Fungsi ini bertujuan untuk
memastikan bahwa pengelolaan keuangan negara dilakukan secara transparan,
efektif, efisien, dan bertanggung jawab demi kepentingan rakyat. Dalam

pelaksanaan fungsi anggaran, DPR berwenang memberikan persetujuan terhadap

4 Indonesia, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 20A ayat (1).
42 Indonesia, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD.
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rancangan APBN yang diajukan pemerintah serta melakukan pembahasan terhadap
prioritas penggunaan anggaran negara.

Fungsi berikutnya adalah fungsi pengawasan, yaitu fungsi DPR untuk
mengawasi jalannya pemerintahan agar tetap sesuai dengan konstitusi dan
peraturan perundang-undangan. Fungsi pengawasan diwujudkan melalui hak
interpelasi, hak angket, dan hak menyatakan pendapat sebagaimana diatur dalam
UUD 1945 dan UU MD3. Melalui fungsi ini, DPR memiliki kewenangan untuk
meminta keterangan kepada pemerintah, melakukan penyelidikan terhadap
kebijakan tertentu, serta memberikan penilaian terhadap pelaksanaan kebijakan
pemerintah.** Dalam teori ketatanegaraan modern, fungsi pengawasan DPR
merupakan bagian penting dari mekanisme checks and balances untuk mencegah
terjadinya penyalahgunaan kekuasaan oleh pemerintah. Pengawasan parlemen
diperlukan agar kekuasaan eksekutif tetap berjalan dalam koridor hukum dan
konstitusi. Oleh karena itu, fungsi pengawasan DPR memiliki peranan strategis
dalam menjaga akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan negara.

Ketiga fungsi konstitusional DPR tersebut menunjukkan bahwa DPR
memiliki peranan penting dalam sistem demokrasi Indonesia. Fungsi legislasi,
anggaran, dan pengawasan merupakan instrumen konstitusional yang bertujuan
untuk mewujudkan pemerintahan yang demokratis, transparan, dan bertanggung
jawab. Dengan demikian, pelaksanaan fungsi konstitusional DPR menjadi bagian
penting dalam menjaga keseimbangan kekuasaan negara serta menjamin

terlaksananya prinsip kedaulatan rakyat dalam sistem ketatanegaraan Indonesia.**

“3 Indonesia, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD.
4 Muhammad Ali Igbal dan Wahyuni Pudjiastuti, “Kepercayaan Publik terhadap DPR dan Faktor-
Faktor yang Mempengaruhinya,” Forum Ilmiah 8, no. 2 (2011): 53.
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C. Siyasah Dusturiyah

Istilah siyd@sah secara etimologis berasal dari akar kata sasa—yasisu—
siyasatan yang berarti mengatur, mengurus, membimbing, dan memimpin. Dalam
pengertian kebahasaan ini, siyasah menunjuk pada aktivitas pengelolaan urusan
publik oleh suatu otoritas dengan tujuan menciptakan keteraturan dan kebaikan
bersama. Dengan demikian, siyasah tidak hanya dimaknai sebagai politik dalam
arti perebutan kekuasaan, tetapi juga sebagai proses pengambilan dan pelaksanaan
kebijakan yang diarahkan pada tercapainya kemaslahatan masyarakat.*®

Ketatanegaraan Islam atau yang populer disebut figh siyasah bukanlah
kajian baru. Kajian ini telah berkembang sejak Islam menjadi pusat peradaban dan
kekuasaan dunia, terutama ketika Nabi Muhammad SAW membangun sistem
pemerintahan di Madinah melalui penyusunan Piagam Madinah. Dalam kajian figh
siyasah dibahas berbagai persoalan mengenai kekuasaan, pemerintahan, politik,
hak asasi manusia, serta kebijakan publik yang bertujuan mewujudkan
kemaslahatan umat. Oleh karena itu, pembahasan hukum tata negara dalam
perspektif figh siy@sah menjadi penting karena tidak hanya mengatur hubungan
antara penguasa dan rakyat, tetapi juga menjadi pedoman dalam pembentukan
kebijakan yang sejalan dengan prinsip-prinsip syariat.*

Secara terminologis, para ulama mendefinisikan siyasah sebagai
pengaturan urusan umat manusia oleh pemegang kekuasaan guna mewujudkan
kemaslahatan dan mencegah kerusakan selama tidak bertentangan dengan prinsip-

prinsip syariat. Dalam konteks ini, figh siyasah menjadi bagian dari hukum Islam

4 Muhammad Ramadhan, Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam Dalam Figh Siyasah (Pekalongan:
PT Nasya Expanding Management, 2019), 6-7.

4 Prayudi Rahmatulloh, Figih Siyasah: Kontekstualisasi Hukum Tata Negara dalam Perspektif
Islam, (Malang: Maknawi Press, 2024) 9.
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yang bersifat responsif terhadap dinamika sosial. Figh siyasah dengan demikian
merupakan cabang figh yang membahas tata kelola pemerintahan, hubungan antara
penguasa dan rakyat, serta kebijakan publik dalam perspektif normatif Islam.
Landasan hukum figh siyasah bersumber dari Al-Qur’an, hadis, ijma’, serta ijtihad
para ulama. Salah satu dasar normatif yang sering dijadikan rujukan terdapat dalam
Q.S. An-Nisa’ ayat 58:

Qadly 134888 (5 i G55 ataa 1313 LgthT ) e 1538 4 b &
“Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak
menerimanya, dan apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia hendaklah
kamu menetapkannya dengan adil. ”

Figh siyasah memiliki karakter khusus yang membedakannya dari cabang
figh lainnya. Orientasinya terletak pada kemaslahatan umum (maslahah ‘ammah),
berlandaskan nilai-nilai agama sebagai sumber legitimasi, serta mengandung
dimensi pertanggungjawaban moral dan spiritual. Selain itu, figh siyasah
memberikan ruang ijtihad bagi penguasa dalam merumuskan kebijakan publik
sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip dasar syariat.*” Dengan demikian, figh
siyasah bersifat normatif sekaligus kontekstual. Kaidah figh yang sering digunakan
dalam kajian siyasah adalah:

daliaally bia Lo o alal) Cadat
“Kebijakan seorang pemimpin terhadap rakyat harus didasarkan pada
kemaslahatan.”

Kaidah tersebut menegaskan bahwa seluruh kebijakan negara harus

berorientasi pada kepentingan dan kesejahteraan masyarakat, bukan kepentingan

47 Mutiara Fahmi, “Prinsip Dasar Hukum Politik Islam dalam Perspektif Al-Qur’an”, PETITA:
Jurnal Kajian Ilmu Hukum dan Syariah 2, no.1 (2017): 35-36.
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pribadi atau kelompok tertentu. Salah satu cabang penting dalam figh siyasah
adalah Siyasah Dustiriyyah. Secara etimologis, istilah dustur berasal dari bahasa
Persia yang pada mulanya berarti pemegang otoritas dalam bidang politik maupun
agama. Setelah diserap ke dalam bahasa Arab, istilah ini berkembang menjadi asas
atau aturan dasar pemerintahan. Dalam konteks modern, dustur identik dengan
konstitusi, yakni seperangkat norma fundamental yang menjadi dasar
penyelenggaraan negara.*®

Secara terminologis, siyasah dustiriyyah dapat dipahami sebagai cabang
figh siyasah yang secara khusus membahas persoalan ketatanegaraan dan
konstitusi. Kajian ini mencakup prinsip-prinsip pembentukan negara, pembagian
kekuasaan, hubungan antarlembaga negara, serta perlindungan hak-hak warga
negara. Dengan demikian, siyasah dustiriyyah memiliki kesetaraan konseptual
dengan hukum tata negara dalam sistem hukum modern karena sama-sama
membahas struktur, fungsi, dan batasan kekuasaan dalam suatu negara. Siyasah
dustiriyyah merupakan pengaturan mengenai hubungan antara penguasa dan
rakyat, hak serta kewajiban masing-masing pihak, dan pengelolaan kekuasaan
negara berdasarkan prinsip-prinsip syariat demi terwujudnya kemaslahatan umat.*®

Ruang lingkup kajian Siyasah Dustiriyyah meliputi pembentukan dan
penetapan hukum (siyasah tasyri‘iyyah), sistem peradilan (sivasah qadha’iyyah),
administrasi pemerintahan (siyasah idariyyah), serta pelaksanaan kekuasaan

eksekutif (siyasah tanfidziyyah). Keempat aspek tersebut menunjukkan bahwa

8 Fatmawati Hilal, Fikh Siyasah, (Makasar: Pustaka Almaida, 2015), 101-102.
49 Muhammad Igbal, Figh Siyasah: Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam, (Jakarta: Prenada Media
Group, 2014), 177.
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siyasah dustiriyyah tidak hanya membahas norma konstitusional secara abstrak,
tetapi juga mekanisme operasional penyelenggaraan kekuasaan negara.*

Dalam perspektif kontemporer, siyasah dustiariyyah menekankan sejumlah
prinsip fundamental sebagai tolok ukur legitimasi kekuasaan. Prinsip keadilan (al-
‘adl) menuntut distribusi kekuasaan dan kebijakan yang tidak diskriminatif. Prinsip
musyawarah (asy-syirad) menegaskan pentingnya partisipasi dan representasi
rakyat dalam pengambilan keputusan. Prinsip amanah (al-amanah) mengharuskan
pejabat publik mempertanggungjawabkan kewenangannya secara moral dan
hukum. Prinsip kemaslahatan publik (maslakah mursalah) mengarahkan setiap
kebijakan pada perlindungan kepentingan umum. Selain itu, terdapat prinsip
pembatasan kekuasaan (ta/did al-sulfah) yang menegaskan bahwa kekuasaan tidak
boleh bersifat absolut dan harus diawasi melalui mekanisme pengendalian.

Secara keseluruhan, Siyasah Dustiariyyah menawarkan kerangka analisis
yang tidak hanya menilai legalitas formal suatu lembaga negara, tetapi juga
legitimasi etis dan moralnya. la mengintegrasikan aspek hukum, politik, dan nilai-
nilai normatif Islam dalam menilai apakah suatu sistem ketatanegaraan telah
berjalan sesuai dengan prinsip keadilan, akuntabilitas, dan perlindungan hak-hak
rakyat.

Dalam konteks penelitian ini yang berjudul “Penurunan Efektivitas Fungsi
Konstitusional DPR dan Krisis Kepercayaan Publik: Tinjauan Yuridis
Berdasarkan Undang-Undang MD3 dalam Perspektif Siyasah Dustiriyyah”,
konsep Siyasah Dustiriyyah digunakan sebagai pisau analisis normatif untuk

menilai sejauh mana pelaksanaan fungsi konstitusional DPR telah selaras dengan

% Achmad Muzaki dkk, "Politik Identitas dalam Pemilu di Indonesia: Tinjauan Prinsip-prinsip Figh
Siyasah”Jurnal Prosiding Nasional Pascasarjana IAIN Kediri vol 7, (2024): 40.
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prinsip-prinsip keadilan, musyawarah, amanah, kemaslahatan, serta pembatasan
kekuasaan. Dengan pendekatan ini, penilaian terhadap pelaksanaan lembaga
legislatif tidak hanya didasarkan pada parameter hukum positif, tetapi juga pada
legitimasi moral dan konstitusional dalam kerangka pemikiran ketatanegaraan
Islam.
D. Pemisahan Kekuasaan

Teori pemisahan kekuasaan (separation of powers) merupakan salah satu
prinsip fundamental dalam sistem ketatanegaraan modern yang bertujuan untuk
mencegah terjadinya pemusatan kekuasaan pada satu organ negara. Gagasan ini
menekankan bahwa kekuasaan negara harus dibagi ke dalam beberapa cabang yang
memiliki fungsi, tugas, dan wewenang yang berbeda serta dijalankan secara
mandiri berdasarkan ketentuan konstitusi. Pemisahan tersebut dimaksudkan untuk
menciptakan mekanisme pengawasan dan keseimbangan (checks and balances)
sehingga penyelenggaraan pemerintahan dapat berlangsung secara demokratis dan
akuntabel >

Secara historis, teori ini dikemukakan oleh John Locke dan kemudian
dikembangkan secara sistematis oleh Montesquieu dalam karyanya L Esprit des
Lois. John Locke membagi kekuasaan negara ke dalam tiga bagian, yaitu kekuasaan
legislatif, eksekutif, dan federatif.>> Kekuasaan legislatif berwenang membentuk
undang-undang, kekuasaan eksekutif melaksanakan undang-undang, sedangkan
kekuasaan federatif berkaitan dengan hubungan luar negeri dan pertahanan.

Montesquieu kemudian menyempurnakan konsep tersebut dengan membedakan

5! Laurensius Arliman S, Pembagian dan Pemisahan Kekuasaan Ketatanegaraan di Indonesia,
Ensiklopedia Of Journal 6, no. 3 (2024): 305-306.
52 John Locke, Two Treatises of Government (Cambridge: Cambridge University Press, 1988).
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kekuasaan menjadi legislatif, eksekutif, dan yudikatif.*® Dalam pandangannya,
kekuasaan legislatif bertugas membuat undang-undang, kekuasaan eksekutif
menjalankan undang-undang, dan kekuasaan yudikatif mengadili pelanggaran
terhadap undang-undang. Pembagian ini bertujuan untuk mencegah tirani dan
penyalahgunaan wewenang melalui distribusi kekuasaan yang seimbang.>

Perkembangan teori pemisahan kekuasaan selanjutnya berkaitan erat
dengan gagasan konstitusionalisme. Pada abad ke-19, muncul pemikiran bahwa
kekuasaan negara harus dibatasi melalui konstitusi, baik tertulis maupun tidak
tertulis, yang memuat jaminan hak-hak warga negara serta mekanisme pengawasan
antar cabang kekuasaan. Konsep ini kemudian melahirkan prinsip negara hukum,
yang dalam tradisi Eropa Kontinental dikenal sebagai rechtsstaat dan dalam tradisi
Anglo-Saxon sebagai rule of law. Dalam kerangka negara hukum, pemisahan
kekuasaan menjadi instrumen penting untuk menjamin supremasi hukum dan
perlindungan hak konstitusional warga negara.*®

Dalam praktik ketatanegaraan modern, pemisahan kekuasaan tidak selalu
dimaknai sebagai pemisahan yang kaku, melainkan sebagai pembagian fungsi yang
disertai mekanisme checks and balances. Artinya, masing-masing cabang
kekuasaan tetap menjalankan fungsi utamanya secara independen, namun memiliki
kewenangan tertentu untuk saling mengawasi dan mengimbangi. Pola ini terlihat
secara jelas dalam sistem pemerintahan presidensial, di mana presiden sebagai

pemegang kekuasaan eksekutif tidak bertanggung jawab kepada legislatif, tetapi

53 Sedarmayanti, Good Governance (Kepemimpinan Yang Baik) bagian kedua membangun Sistem
Manajemen Kinerja Guna Meningkatkan Produktivitas Menuju Good Governance (Kepemerintahan
yang baik) (Bandung: Penerbit Mandar Maju, 2004), 247-248.

% Laurensius Arliman S, “Pengaturan Kelembagaan Hak Asasi Manusia Terhadap Perlindungan
Anak di Indonesia”, Disertasi, Fakultas Hukum Universitas Andalas, Padang, 2021.

% Muhammad Jufri Dewa dkk, Implementasi Teori The New Separation of Power dalam Sistem
Kelembagaan Negara di Indonesia, Halu Oleo Legal Research 6, no. 2 (2024): 433-434.
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tetap tunduk pada konstitusi dan dapat dimintai pertanggungjawaban melalui
mekanisme hukum seperti impeachment.

Di Indonesia, prinsip pemisahan kekuasaan ditegaskan dalam Undang-
Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, terutama setelah perubahan
konstitusi. Kekuasaan legislatif dijalankan oleh Dewan Perwakilan Rakyat bersama
Dewan Perwakilan Daerah dan Majelis Permusyawaratan Rakyat dalam fungsi
tertentu. Kekuasaan eksekutif berada pada Presiden sebagai kepala negara sekaligus
kepala pemerintahan, sedangkan kekuasaan yudikatif dijalankan oleh Mahkamah
Agung dan Mahkamah Konstitusi. Perubahan UUD 1945 menegaskan penguatan
sistem presidensial dan memperjelas pembagian kewenangan antar lembaga negara
guna memperkuat prinsip checks and balances.®

Namun demikian, dalam praktiknya, relasi antar cabang kekuasaan sering
kali menghadapi dinamika dan tantangan, seperti potensi dominasi satu cabang
terhadap cabang lainnya atau lemahnya fungsi pengawasan. Oleh karena itu,
efektivitas pemisahan kekuasaan tidak hanya ditentukan oleh pengaturan normatif
dalam konstitusi, tetapi juga oleh komitmen politik dan budaya hukum dalam
menjalankan prinsip tersebut secara konsisten.®” Dalam konteks penelitian berjudul
“Pelaksanaan Fungsi Konstitusional DPR dan Implikasinya Terhadap
Kepercayaan Publik: Tinjauan Yuridis Undang-Undang MD3 dalam Perspektif
Siyasah Dustiriyyah”. teori pemisahan kekuasaan menjadi landasan penting untuk
menganalisis posisi dan peran DPR sebagai lembaga legislatif dalam sistem

presidensial Indonesia. Apabila fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan DPR

% Efi Yulistyowati, Endah Pujiastuti dan Tri Mulyani, “Penerapan Konsep Trias Politica dalam
Sistem Pemerintahan Republik Indonesia: Studi Komparatif Atas Undang-Undang Dasar Tahun
1945 Sebelum dan Sesudah Amandemen”, Jurnal Dinamika Sosial Budaya 18, no. 2 (2017): 336.
5 Hamdan Zoelva, “Pemakzulan Presiden di Indonesia”, Sinar Grafika, Jakarta, 2011.
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tidak berjalan secara optimal, maka mekanisme checks and balances terhadap
kekuasaan eksekutif dapat melemah. Kondisi tersebut berpotensi menimbulkan
krisis kepercayaan publik terhadap lembaga perwakilan dan sekaligus
menunjukkan adanya persoalan dalam implementasi prinsip pemisahan kekuasaan

sebagaimana diamanatkan oleh konstitusi.
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BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pelaksanaan Fungsi Konstitusional DPR Berdasarkan Undang-Undang MD3
dan Implikasinya terhadap Tingkat Kepercayaan Publik

Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) merupakan salah satu lembaga negara
yang memiliki kedudukan penting dalam sistem ketatanegaraan Indonesia sebagai
representasi rakyat. Kedudukan DPR ditegaskan dalam Pasal 19 Undang-Undang
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945) yang
menyatakan bahwa anggota DPR dipilih melalui pemilihan umum dan susunannya
diatur lebih lanjut dengan undang-undang.>® Sebagai lembaga yang memperoleh
legitimasi langsung dari rakyat, DPR memiliki tanggung jawab untuk
memperjuangkan aspirasi masyarakat serta mengawasi jalannya pemerintahan
sesuai dengan prinsip demokrasi dan negara hukum.

Dalam sistem pemerintahan presidensial, DPR tidak hanya berfungsi
sebagai lembaga perwakilan, tetapi juga menjadi bagian dari mekanisme checks and
balances antar lembaga negara. Keberadaan DPR bertujuan untuk memastikan
penyelenggaraan kekuasaan negara tetap berjalan sesuai prinsip akuntabilitas dan
kepentingan rakyat.>® Oleh karena itu, DPR diberikan sejumlah kewenangan
konstitusional untuk menjalankan perannya dalam penyelenggaraan negara. Secara
konstitusional, kewenangan DPR diatur dalam Pasal 20A ayat (1) UUD NRI Tahun

1945 yang menyebutkan bahwa DPR memiliki fungsi legislasi, fungsi anggaran,

% Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 19.
5 Jimly Asshiddiqie, Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara, Cet. ke-13 (Jakarta: Rajawali Pers, 2021),
312.
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dan fungsi pengawasan.®® Ketiga fungsi tersebut merupakan dasar pelaksanaan
tugas DPR sebagai lembaga perwakilan rakyat. Fungsi legislasi berkaitan dengan
pembentukan undang-undang bersama Presiden, fungsi anggaran berkaitan dengan
pembahasan dan persetujuan APBN, sedangkan fungsi pengawasan berkaitan
dengan pengawasan terhadap pelaksanaan undang-undang dan kebijakan
pemerintah.5!

Pasca perubahan UUD NRI Tahun 1945, kedudukan dan kewenangan DPR
mengalami penguatan sebagai bagian dari reformasi ketatanegaraan untuk
menciptakan keseimbangan kekuasaan antar lembaga negara. Penguatan tersebut
memberikan peran yang lebih besar kepada DPR dalam pembentukan undang-
undang, pengawasan pemerintahan, dan pengelolaan anggaran negara.®
Pengaturan lebih lanjut mengenai pelaksanaan fungsi DPR diatur dalam Undang-
Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (UU MD3).
Undang-undang ini menjadi landasan hukum yang mengatur kedudukan, tugas,
fungsi, hak, dan tata cara pelaksanaan kewenangan DPR dalam menjalankan
amanat konstitusi.®

Meskipun secara normatif DPR memiliki kewenangan yang Kkuat,
pelaksanaan fungsi legislasi, pengawasan, dan anggaran dalam praktik masih
menghadapi berbagai tantangan. Berbagai kajian menunjukkan adanya persoalan
terkait kualitas produk legislasi, efektivitas pengawasan terhadap pemerintah, serta

optimalisasi fungsi anggaran dalam mewujudkan tata kelola keuangan negara yang

60 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 20A ayat (1).

61 Sugiman, “Fungsi Legislasi DPR Pasca Amandemen UUD NKRI 1945, Jurnal Ilmiah Hukum
Dirgantara 10, no.2 (2020), 1.

62 Diky Pranata Kusuma, “Pengawasan Terhadap Fungsi Legislasi DPR RI Berdasarkan Peraturan
Perundang-Undangan” Jurnal Institut Maarif Jambi 1, no. 1 (2017): 2-3.

83 Indonesia, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat,
Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah,
Pasal 69.
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transparan dan akuntabel.** Kondisi tersebut menunjukkan bahwa keberhasilan
DPR tidak hanya ditentukan oleh luasnya kewenangan yang dimiliki, tetapi juga
oleh efektivitas pelaksanaannya. Pelaksanaan ketiga fungsi tersebut juga memiliki
kaitan dengan tingkat kepercayaan publik terhadap DPR sebagai lembaga
perwakilan rakyat. Oleh karena itu, untuk mengetahui sejauh mana DPR
menjalankan kewenangan konstitusionalnya berdasarkan UU MD3, perlu
dilakukan analisis terhadap pelaksanaan fungsi legislasi, fungsi pengawasan, dan
fungsi anggaran beserta implikasinya terhadap tingkat kepercayaan publik.
Pelaksanaan Fungsi Legislasi Dewan Perwakilan Rakyat

Fungsi legislasi merupakan salah satu pilar utama Dewan Perwakilan
Rakyat (DPR) yang secara konstitusional ditegaskan dalam Pasal 20 ayat (1)
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945,%° juncto Pasal 69
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD.
Melalui mandat ini, DPR diberikan kewenangan penuh untuk membentuk undang-
undang bersama Presiden sebagai perwujudan dari prinsip kedaulatan rakyat dalam
negara demokrasi. Kewenangan ini menempatkan DPR sebagai lembaga utama
yang bertugas menyerap, merumuskan, dan menyusun aspirasi masyarakat menjadi
sebuah produk hukum tertulis.®

Kedudukan fungsi legislasi sangat strategis mengingat produk hukum yang
dihasilkan tidak sekadar berfungsi sebagai basis legalitas penyelenggaraan
kehidupan berbangsa dan bernegara, melainkan juga berperan sebagai instrumen

kemudi hukum untuk mewujudkan tujuan negara sebagaimana diamanatkan dalam

84 Puteri Hikmawati, “Pelaksanaan Fungsi Legislasi, Pengawasan, dan Anggaran DPR dalam Sistem
Ketatanegaraan Indonesia,” Jurnal Negara Hukum, 10, No. 1 (2019), 85.

8 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 20A ayat (1).

8 Republik Indonesia, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 20;
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD, Pasal 69.
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Pembukaan UUD NRI Tahun 1945. Oleh karena itu, dalam praktik ketatanegaraan
modern, efektivitas pelaksanaan fungsi legislasi tidak lagi relevan jika hanya diukur
melalui pendekatan positivistik-kuantitatif yakni semata-mata menghitung jumlah
undang-undang yang disahkan, namun penilaian terhadap Kkinerja legislasi
parlemen harus ditelaah secara kualitatif, yang mencakup relevansi substansi
terhadap kebutuhan riil masyarakat, serta pemenuhan asas keterbukaan dan
partisipasi publik yang bermakna dalam setiap fasenya. ¢’

Sebagai langkah taktis dalam menjalankan mandat tersebut, institusi
parlemen menggunakan Program Legislasi Nasional (Prolegnas) sebagai instrumen
perencanaan pembentukan undang-undang yang disusun secara terencana, terpadu,
dan sistematis. Namun, kenyataan di lapangan menunjukkan adanya perbedaan
yang terjadi antara perencanaan legislasi dan realisasi pengesahan, di mana
mayoritas Rancangan Undang-Undang yang masuk dalam daftar prioritas tahunan
justru gagal diselesaikan.®® Hambatan ini menunjukkan adanya kendala yang
berlapis dalam proses pembuatan undang-undang, mulai dari rumitnya teknis
pembahasan materi hukum hingga lemahnya koordinasi kerja sama antara DPR dan
Pemerintah.%® Untuk memperkuat gambaran mengenai ketidaktercapaian target

tersebut, disajikan data capaian Prolegnas Prioritas dalam satu dekade terakhir:

67 Abdullah, A., “Reformasi Hukum dalam Cengkeraman Oligarki: Menelusuri Kesenjangan
Legitimasi Konstitusional dan Kepentingan Elite,” Jurnal Penelitian Serambi Hukum 19, No. 1
(2025): 101-105

88 R. Solihah & S. Witianti, “Pelaksanaan Fungsi Legislasi Dewan Perwakilan Rakyat Pasca Pemilu
2014: Permasalahan dan Upaya Mengatasinya,” Jurnal Ilmu Pemerintahan 2, No. 2 (2016): 4-6.

8 DPR RI, Laporan Kinerja DPR RI Periode 2019-2024 (Jakarta: Sekretariat Jenderal DPR RI,
2024), 45-49.
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Tabel 2

capaian Prolegnas Prioritas dalam satu dekade terakhir

Tahun Target RUU Capaian UU Persentase
Prioritas (disahkan) Capaian

2015 40 3 7,5%
2016 50 10 20%

2017 52 6 11,5%
2018 50 5 10%

2019 55 14 25,5%
2020 37 3 8,1%
2021 37 8 21,6%
2022 40 9 22,5%
2023 39 6 15,4%
2024 47 10 21,3%

Berdasarkan data tersebut, terlihat bahwa DPR dan Pemerintah terlalu
optimis dalam menetapkan target legislasi. Mereka konsisten memasang target
sangat tinggi (rata-rata di atas 40 RUU), padahal kenyataannya kapasitas
pembahasan jarang melewati 15 RUU Prioritas per tahun.”® Akibatnya, daftar
Prolegnas ini lebih terlihat seperti daftar keinginan politik (shopping list), bukan
rencana kerja yang terukur.”* Meskipun secara statistik terdapat tren peningkatan
persentase capaian di akhir periode (2022-2024), lompatan angka tersebut
sayangnya dibayar mahal oleh fenomena "kejar tayang" pengesahan regulasi besar

seperti Omnibus Law, UU Kesehatan, dan UU KUHP yang memicu gelombang

70 Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (PSHK), Analisis Evaluasi Prolegnas Prioritas
Tahunan dan Kapasitas Legislasi Parlemen, Jakarta, 2021.

" Muhammad Nur Sholikin, Dualisme Narasi Kinerja Legislasi: Menakar Capaian Riil vs Klaim
Kuantitatif Parlemen, Jurnal Legislasi Indonesia, 17 No. 3, 2020.
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kritik masyarakat sipil akibat dinilai minim partisipasi publik yang bermakna
(meaningful participation).”

Selain persoalan capaian Prolegnas yang rendah, kualitas produk legislasi
DPR juga menjadi sorotan publik. Dalam beberapa tahun terakhir, sejumlah
undang-undang yang disahkan DPR menimbulkan kontroversi karena dinilai
kurang transparan dan minim partisipasi masyarakat. Contoh yang paling sering
mengemuka adalah Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja
yang menggunakan metode omnibus law, serta revisi Undang-Undang Komisi
Pemberantasan Korupsi pada tahun 2019. Kedua undang-undang tersebut memicu
penolakan luas dari berbagai elemen masyarakat, mulai dari akademisi, organisasi
buruh, hingga mahasiswa, karena proses pembentukannya dianggap tidak
akomodatif terhadap aspirasi publik.”™

Rentetan kontroversi ini membuktikan bahwa pelaksanaan fungsi legislasi
tidak boleh hanya diukur dari aspek kuantitas, melainkan harus mengutamakan
kualitas proses yang transparan, akuntabel, dan partisipatif. Ketika masyarakat
merasa aspirasinya diabaikan, legitimasi sosiologis undang-undang tersebut akan
melemah dan tingkat kepercayaan publik (public trust) terhadap DPR sebagai
lembaga representatif cenderung merosot. Rendahnya ketercapaian target
Prolegnas yang diperparah oleh buruknya kualitas pelibatan masyarakat pada
akhirnya membentuk persepsi negatif publik bahwa parlemen tidak efektif dalam

menjalankan fungsi legislasinya.’

72 The Indonesian Institute (TII), Indonesia Report: Menakar Kualitas Partisipasi Publik Bermakna
(Meaningful Participation) dalam Legislasi Nasional 2022-2024, Jakarta, 2024.

8 Kompas.com, “Gelombang Demonstrasi Tolak UU Cipta Kerja Terjadi di Berbagai Daerah,” 8
Oktober 2020, diakses 9 Juni 2026, https://www.kompas.com

" Bivitri Susanti, “Kontroversi Revisi UU KPK dan Implikasinya terhadap Pemberantasan Korupsi
di Indonesia,” Jurnal Hukum dan Pembangunan 50, No. 1 (2020), 1-15.
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Sebagai kesimpulan, dalam perspektif negara hukum yang demokratis
(demokratische rechtsstaat), fungsi legislasi yang ideal tidak sekadar memproduksi
undang-undang dalam jumlah banyak, melainkan harus menghasilkan produk
hukum yang responsif, berkeadilan, dan dibentuk lewat mekanisme yang terbuka.
Upaya peningkatan kinerja dan pemulihan kepercayaan publik terhadap DPR RI ke
depan tidak akan efektif jika hanya berfokus pada pengejaran kuantitas undang-
undang. Reformasi tata kelola legislasi nasional harus diarahkan pada perbaikan
kualitas proses pembentukan hukum yang menjamin pemenuhan hak partisipasi
masyarakat yang bermakna (meaningful participation). ™
Pelaksanaan Fungsi Pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat

Selain memiliki fungsi legislasi, DPR juga memiliki fungsi pengawasan
sebagaimana diatur dalam Pasal 20A ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945.7 dan Pasal 69 Undang-Undang Nomor 17 Tahun
2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD. Fungsi pengawasan merupakan
kewenangan DPR untuk mengawasi pelaksanaan undang-undang, pelaksanaan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), serta berbagai kebijakan yang
dijalankan oleh pemerintah. Fungsi ini bertujuan untuk memastikan bahwa
penyelenggaraan pemerintahan berjalan sesuai dengan ketentuan hukum, prinsip
akuntabilitas, dan kepentingan masyarakat.’’

Dalam melaksanakan fungsi pengawasan, DPR diberikan sejumlah

instrumen konstitusional, antara lain rapat kerja, rapat dengar pendapat, hak

> Eko Rinaldo Damanik, Thea Farina, & Satriya Nugraha, “Krisis Partisipasi Publik dalam
Pembentukan Undang-Undang di Indonesia: Problematika Hak Konstitusional dan Pengabaian
Aspirasi Rakyat,” Innovative: Journal of Social Science Research 5, No. 2 (2025): 88-92.

76 Fungsi pengawasan merupakan salah satu fungsi utama DPR RI yang diatur dalam Pasal 20A ayat
(1) UUD NRI Tahun 1945

" Republik Indonesia, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 20A
ayat (1); Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD, Pasal 69.
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interpelasi, hak angket, dan hak menyatakan pendapat. Instrumen-instrumen
tersebut dimaksudkan agar DPR dapat menjalankan perannya sebagai lembaga
pengawas terhadap kekuasaan eksekutif dalam sistem pemerintahan presidensial.
Dengan adanya fungsi pengawasan, DPR diharapkan mampu mencegah terjadinya
penyalahgunaan kewenangan serta memastikan bahwa kebijakan pemerintah
dilaksanakan secara efektif dan bertanggung jawab."®

Meskipun demikian, berbagai kajian menunjukkan bahwa pelaksanaan
fungsi pengawasan DPR masih menghadapi sejumlah kendala. Salah satu
permasalahan yang sering disoroti adalah kecenderungan pengawasan yang lebih
bersifat reaktif daripada preventif. Dalam praktiknya, pengawasan DPR sering kali
dilakukan setelah muncul persoalan yang menjadi perhatian publik atau setelah
ditemukan pelanggaran oleh aparat penegak hukum dan lembaga pemeriksa
negara.”’ Kondisi tersebut menunjukkan bahwa fungsi pengawasan belum
sepenuhnya mampu mencegah terjadinya penyimpangan sejak tahap awal
pelaksanaan kebijakan pemerintah.

Kondisi tersebut dapat dilihat dari kasus PT Asuransi Jiwasraya (Persero)
yang mengakibatkan kerugian negara yang diperkirakan mencapai Rp16,8 triliun.
Kasus ini mencuat ke publik setelah terungkap adanya persoalan pengelolaan
investasi yang menyebabkan gagal bayar polis kepada nasabah.?® Dalam
perkembangannya, DPR melalui komisi terkait melakukan rapat kerja dan rapat
dengar pendapat dengan berbagai pihak guna meminta penjelasan mengenai

penyebab terjadinya permasalahan tersebut. Namun demikian, muncul kritik dari

8 Ni'matul Huda, Hukum Tata Negara Indonesia (Jakarta: Rajawali Pers, 2022), 285-288.

™ Puteri Eka Dewi Antari, “Implementasi Fungsi Pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat dalam
Upaya Memperkuat Sistem Presidensial di Indonesia,” Refleksi Hukum, 4, No. 2 (2020), 230.

8 Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia, Laporan Hasil Pemeriksaan Investigatif PT
Asuransi Jiwasraya (Persero), 2020.
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masyarakat bahwa fungsi pengawasan yang dilakukan DPR belum mampu
mendeteksi dan mencegah permasalahan tersebut sebelum menimbulkan kerugian
yang besar bagi negara dan masyarakat.®!

Selain itu, pelaksanaan fungsi pengawasan DPR juga menjadi sorotan
selama masa pandemi Covid-19. Berbagai kebijakan pemerintah yang berkaitan
dengan penanganan pandemi, penggunaan anggaran negara, serta program bantuan
sosial menjadi objek perhatian masyarakat. Dalam situasi tersebut, sebagian
kalangan menilai bahwa DPR perlu menjalankan fungsi pengawasannya secara
lebih aktif untuk memastikan kebijakan pemerintah berjalan secara transparan,
akuntabel, dan tepat sasaran. Kritik yang muncul menunjukkan bahwa masyarakat
memiliki ekspektasi yang tinggi terhadap DPR dalam menjalankan fungsi kontrol
terhadap pemerintah, terutama pada saat negara menghadapi situasi krisis.®2

Berdasarkan kondisi tersebut, dapat dipahami bahwa keberhasilan fungsi
pengawasan tidak hanya diukur dari banyaknya rapat kerja, rapat dengar pendapat,
maupun penggunaan hak-hak konstitusional DPR, tetapi juga dari kemampuan
DPR menghasilkan pengawasan yang berdampak nyata terhadap peningkatan
akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan. Pengawasan yang efektif seharusnya
mampu mencegah terjadinya penyimpangan, mendorong perbaikan kebijakan
publik, serta memastikan bahwa penggunaan kekuasaan oleh pemerintah tetap

berada dalam koridor hukum dan kepentingan masyarakat.®?

8 Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia, Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester II Tahun
2019 (Jakarta: BPK RI, 2020), 35-39.

82 Syamsuddin Haris, “Parlemen dan Pengawasan Pemerintahan dalam Masa Krisis Pandemi Covid-
19,” Jurnal Penelitian Politik , 19, No. 1 (2022), 22-23.

8 R. Solihah dan S. Witianti, “Pelaksanaan Fungsi Legislasi Dewan Perwakilan Rakyat Pasca
Pemilu 2014: Permasalahan dan Upaya Mengatasinya,” Jurnal Ilmu Pemerintahan 2, No. 2 (2016):
4-6.
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Dari uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa secara normatif DPR telah
memiliki kewenangan pengawasan yang cukup kuat melalui berbagai instrumen
yang diatur dalam konstitusi dan peraturan perundang-undangan. Namun dalam
praktiknya, pelaksanaan fungsi pengawasan masih menghadapi berbagai tantangan
yang tercermin dari munculnya sejumlah kasus yang menimbulkan Kritik
masyarakat. Kondisi ini menunjukkan perlunya penguatan fungsi pengawasan DPR
agar dapat berjalan lebih efektif, responsif, dan sesuai dengan harapan masyarakat
sebagai pemegang kedaulatan rakyat.®*

Pelaksanaan Fungsi Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat

Selain fungsi legislasi dan fungsi pengawasan, DPR juga memiliki fungsi
anggaran sebagaimana diatur dalam Pasal 20A ayat (1) Undang-Undang Dasar
Negara Republik Indonesia Tahun 1945.% dan Pasal 69 Undang-Undang Nomor 17
Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD. Fungsi anggaran merupakan
kewenangan DPR untuk membahas dan memberikan persetujuan terhadap
Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) yang diajukan
oleh Presiden serta melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan APBN. Fungsi
ini memiliki kedudukan yang sangat penting karena berkaitan langsung dengan
pengelolaan keuangan negara yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan
pemerintahan dan pembangunan nasional .

Dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, fungsi anggaran DPR merupakan
salah satu bentuk pelaksanaan prinsip checks and balances dalam pengelolaan

keuangan negara. Melalui fungsi ini, DPR tidak hanya berwenang menyetujui atau

8 Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia, Laporan Hasil Pemeriksaan Investigatif PT
Asuransi Jiwasraya (Persero), 2020.

8 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 20A ayat (1) dan Pasal 23.
8 Republik Indonesia, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 20A
ayat (1); Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD, Pasal 69.
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menolak RAPBN yang diajukan pemerintah, tetapi juga memastikan bahwa
penggunaan anggaran negara dilakukan secara efektif, efisien, transparan, dan
akuntabel sesuai dengan kepentingan masyarakat.®” Pelaksanaan fungsi anggaran
dapat dilihat dari keterlibatan DPR dalam pembahasan RAPBN setiap tahun
bersama pemerintah. Dalam proses tersebut DPR melakukan pembahasan terhadap
berbagai program prioritas nasional, alokasi belanja negara, serta sumber
penerimaan negara Yyang akan digunakan untuk membiayai kebutuhan
pembangunan.

Meskipun demikian, pelaksanaan fungsi anggaran DPR masih sering
menjadi perhatian publik. Salah satu indikator yang dapat digunakan untuk menilai
pelaksanaan fungsi anggaran adalah masih ditemukannya berbagai permasalahan
pengelolaan keuangan negara yang secara berulang dilaporkan oleh Badan
Pemeriksa Keuangan (BPK). Dalam berbagai Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester
(IHPS), BPK masih menemukan kelemahan sistem pengendalian intern,
ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, serta berbagai
permasalahan administrasi dan pengelolaan keuangan pada sejumlah kementerian
dan lembaga negara.®

Temuan-temuan tersebut menunjukkan bahwa meskipun DPR telah
menjalankan fungsi anggarannya melalui pembahasan dan pengawasan APBN,
masih terdapat tantangan dalam memastikan penggunaan anggaran negara berjalan
secara optimal.2® Guna memperkuat argumentasi mengenai realitas empiris

tersebut, berikut disajikan data dan indikator yang menunjukkan berbagai

8 Janpatar Simamora, “Tafsir Konstitusional Mekanisme Fungsi Anggaran DPR Pasca Putusan
Mahkamah Konstitusi,” Jurnal Legislasi Indonesia 14, No. 1 (2017): 89.

8 Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia, Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester I Tahun
2024 (Jakarta: BPK RI, 2024), 15

8 Mardiasmo, Akuntansi Sektor Publik (Yogyakarta: Andi, 2021), 18.
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kecenderungan penurunan kualitas pelaksanaan fungsi anggaran DPR dalam kurun

waktu sepuluh tahun terakhir (2014-2024).

Tabel 3

Indikator Permasalahan Pelaksanaan Fungsi Anggaran DPR (2014-2024)

Periode Indikator Data/Temuan Utama Sumber/Dasar
Permasalahan Hukum
2014— | Inflasi Anggaran | Anggaran belanja DPR meningkat | Nota Keuangan
2024 DPR  (Belanja | signifikan, dari sekitar Rp 3,6 APBN  Tahun
Operasional) Triliun (2014) menjadi lebih dari Rp
5,9 Triliun (2024) atau naik ~64%, | 31
tetapi tidak diikuti peningkatan
kualitas pembahasan anggaran
negara secara proporsional.
2020- | Lemahnya DPR menyetujui relokasi dan | Ikhtisar ~ Hasil
2022 Skrutinisasi pelebaran defisit anggaran untuk Pemeriksaan
Anggaran PEN (Pemulihan Ekonomi
Pandemi Covid- | Nasional) senilai Rp 695,2 T hanya SEIGRET (USL),
19 dalam waktu singkat. Namun, BPK | BPK 2021-2022
kemudian menemukan Rp 8.3
Triliun permasalahan pada belanja
PEN (misalnya bantuan sosial tidak
tepat sasaran dan pengadaan
barang/jasa bermasalah) yang luput
dari pengawasan anggaran DPR.
2018— | Rendahnya Dalam 10 tahun terakhir, alokasi | Data APBN
2024 Daya Tawar | belanja modal rata-rata hanya 12- Kemenkeu

dalam Prioritas

Belanja

15% dari total belanja negara,
sementara belanja pegawai dan
subsidi terus membengkak. DPR
dinilai

gagal ~memperjuangkan

perubahan struktur belanja yang
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lebih produktif demi kesejahteraan

rakyat.
2019— | Pembahasan Rata-rata ~ waktu  pembahasan | Laporan Kinerja
2024 yang Terburu- | RAPBN antar DPR dan Pemerintah DPR RI
buru (Gebrakan) | hanya berlangsung 2—3 bulan (Juni-
Agustus) sebelum disahkan pada
Oktober.  Proses  pembahasan
tingkat komisi dan panja sering
berlangsung maraton di akhir masa
sidang, sehingga minim ruang
publik untuk mengkaji detail
anggaran kementerian/lembaga.
2023— | Rendahnya Meskipun DPR menyetujui APBN, | Laporan
2024 Kualitas rata-rata realisasi belanja G
Serapan kementerian/lembaga di akhir tahun
Anggaran hanya mencapai 85-90% dari pagu. G I
(Kualitas Yang lebih kritis, banyak belanja | (LKPP) & BPK
Belanja) yang  bersifat  spending-driven
(kejar serapan) di akhir tahun tanpa
dampak ekonomi yang terukur,
yang justru diabaikan DPR dalam
fungsi budget-nya.
2014— | Temuan BPK | Selama 10 tahun, BPK konsisten | IHPS BPK
2024 yang Berulang | menemukan kelemahan Sistem 2014-2024

Terkait
Pengelolaan

Keuangan

Pengendalian Intern (SPI) dan
ketidakpatuhan pada lebih dari 70%

kementerian/lembaga.  Misalnya,

temuan kerugian negara atas

belanja barang/jasa fiktif masih

sering terjadi. DPR  sebagai

pemegang fungsi anggaran dinilai

tidak melakukan evaluasi

mendalam atas temuan tahun
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sebelumnya  saat  menyetujui

anggaran tahun berikutnya.

2024 Kepercayaan Survei Litbang Kompas (Januari | Survei Litbang
. . o
Publik terhadap | 2024) menunjukkan hanya 38,5% Kompas 2024
Pengelolaan responden yang percaya DPR
Anggaran mampu mengelola dan mengawasi

keuangan negara secara transparan
dan akuntabel, menjadikannya
salah satu lembaga dengan
kepercayaan terendah di bidang
fiskal.

Data pada tabel di atas mempertegas bahwa permasalahan utama
pelaksanaan fungsi anggaran DPR tidak terletak pada ada tidaknya pembahasan
anggaran, melainkan pada lemahnya daya kritis DPR dalam menelaah asumsi
makro, prioritas belanja, serta tindak lanjut atas temuan audit independen.
Kecenderungan rubber stamp dan minimnya perubahan substansial dalam RAPBN
menunjukkan bahwa fungsi anggaran kerap berjalan secara prosedural ketimbang
substantif. Kondisi ini mengakibatkan kesenjangan antara kebijakan fiskal yang
ditetapkan dengan kebutuhan riil masyarakat, khususnya dalam alokasi anggaran
untuk sektor pendidikan, kesehatan, kesejahteraan sosial, dan pembangunan
ekonomi.*°

Selain itu, kritik terhadap fungsi anggaran DPR juga muncul ketika terdapat
perbedaan antara kebutuhan masyarakat dengan prioritas penggunaan anggaran
yang diputuskan. Dalam konteks tersebut, efektivitas fungsi anggaran tidak cukup
diukur dari terlaksananya proses pembahasan dan persetujuan APBN tepat waktu,

tetapi juga harus dinilai dari kemampuan DPR dalam memperjuangkan alokasi

% Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (FITRA), Catatan Kritis APBN dan Pengawasan
Anggaran Negara (Jakarta: FITRA, 2023), 20-24
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anggaran yang sesuai dengan kebutuhan rakyat serta memastikan bahwa setiap
belanja negara memberikan manfaat nyata bagi peningkatan kesejahteraan.
Dengan demikian, pelaksanaan fungsi anggaran DPR pada dasarnya telah
memiliki landasan konstitusional yang kuat. Namun, berbagai temuan empiris yang
bersumber dari hasil pemeriksaan BPK serta realitas pembahasan anggaran yang
cenderung prosedural menunjukkan bahwa penguatan fungsi anggaran masih
menjadi kebutuhan mendesak. Penguatan ini diperlukan agar DPR dapat
menjalankan perannya secara lebih efektif dalam mewujudkan tata kelola
pemerintahan yang baik (good governance), memastikan pengelolaan keuangan
negara yang akuntabel, serta menjamin bahwa anggaran negara benar-benar
digunakan untuk mendukung pencapaian tujuan pembangunan nasional. %
. Analisis Tingkat Kepercayaan Publik terhadap Dewan Perwakilan Rakyat
Kepercayaan publik (public trust) merupakan salah satu unsur fundamental
dalam sistem demokrasi karena berkaitan langsung dengan legitimasi lembaga
negara di mata masyarakat. Dalam konteks lembaga legislatif, tingkat kepercayaan
publik tidak hanya dipengaruhi oleh kedudukan konstitusional DPR sebagai
lembaga perwakilan rakyat, tetapi juga oleh kualitas pelaksanaan fungsi legislasi,
pengawasan, dan anggaran yang menjadi kewenangannya. Sebagaimana
dikemukakan oleh Fukuyama, kepercayaan merupakan harapan yang timbul dalam
sebuah komunitas terhadap perilaku yang teratur, jujur, dan kooperatif yang
didasarkan pada norma-norma bersama.®? Dalam kerangka tersebut, kepercayaan

publik terhadap DPR dapat dijadikan sebagai salah satu indikator untuk menilai

%1 Dwi Taufan Hidayat, “DPR dan Krisis Kepercayaan Publik yang Kian Menganga,” Viral
Pencerahan Klikmu (diakses 25 Desember 2025).

%2 Francis Fukuyama, Trust: The Social Virtues and the Creation of Prosperity (New York: Free
Press, 1995), 26.
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sejaun mana lembaga tersebut mampu menjalankan mandat konstitusional yang
diberikan oleh rakyat melalui mekanisme demokrasi.

Sebagai lembaga perwakilan rakyat, DPR memiliki posisi yang strategis
dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. DPR tidak hanya berwenang membentuk
undang-undang bersama Presiden, tetapi juga menjalankan fungsi pengawasan
terhadap jalannya pemerintahan dan fungsi anggaran dalam pembahasan serta
persetujuan APBN. Ketiga fungsi tersebut memiliki keterkaitan yang erat dengan
persepsi masyarakat terhadap kinerja DPR. Semakin baik kualitas pelaksanaan
fungsi-fungsi tersebut, semakin besar pula peluang terbentuknya kepercayaan
publik terhadap lembaga legislatif. Sebaliknya, berbagai persoalan yang muncul
dalam pelaksanaan fungsi konstitusional DPR dapat memengaruhi penilaian
masyarakat dan berimplikasi pada tingkat kepercayaan publik.

Untuk melihat dinamika tingkat kepercayaan publik terhadap DPR secara
lebih komprehensif, berikut disajikan data dari berbagai lembaga survei terkemuka
di Indonesia selama periode 2015-2025.

Tabel 4

Tingkat Kepercayaan Publik terhadap DPR Republik Indonesia Tahun

2015-2025
Tahun Sumber Utama / Tingkat Keterangan
Konteks isu Kepercayaan
2015 Survei LSI (Dampak 40% Tingkat kepercayaan publik relatif

konflik internal

KMP-KIH)

rendah  akibat  konflik  politik
berkepanjangan antara Koalisi Merah
Putih (KMP) dan Koalisi Indonesia
Hebat (KIH) yang memengaruhi citra
dan kinerja DPR.
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2016 Indikator Politik 48,5% Wacana revisi UU KPK yang memicu
(Mulai stabil pasca- penurunan kepercayaan publik
konflik pimpinan) terhadap DPR
2017 Lembaga Survei 34% Terjadi penurunan signifikan yang
National Poltracking dipengaruhi berbagai kasus korupsi dan
Indonesia kontroversi yang melibatkan anggota
DPR sehingga memperburuk persepsi
masyarakat terhadap lembaga tersebut.
2018 Survei Nasional 49,3% Kepercayaan publik kembali
Charta Politika meningkat seiring perbaikan kinerja
Indonesia DPR serta berkurangnya konflik
internal yang sebelumnya mendominasi
pemberitaan.
2019 Lembaga survey 61% Peningkatan = kepercayaan  publik
Indonesia dipengaruhi oleh stabilitas politik
menjelang periode pemerintahan baru
dan meningkatnya penilaian positif
terhadap kinerja lembaga negara.
2020 Lembaga survei 60,1% Tingkat kepercayaan publik relatif
Indikator Politik stabil meskipun DPR menghadapi
Indonesia tantangan dalam menjalankan fungsi
legislasi dan pengawasan di tengah
pandemi Covid-19.
2021 Survei Nasional 56% Terjadi sedikit penurunan akibat kritik
Charta Politika publik terhadap sejumlah kebijakan dan
Indonesia proses legislasi yang dinilai kurang
partisipatif.
2022 Survei CSIS (Centre 61,4% Kepercayaan publik kembali
for Strategic and meningkat seiring ~ membaiknya

Internalnational

Studies)

persepsi masyarakat terhadap kinerja
DPR dalam menjalankan fungsi

representasi dan pengawasan.
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2023 Lembaga survei 63,3% Tingkat kepercayaan publik tetap
populi center berada pada kategori tinggi dan
menunjukkan  stabilitas  penilaian
masyarakat terhadap kinerja DPR.
2024 Litbang Kompas 62,6% Mencatat tingkat kepercayaan tertinggi
(Dinamika politik dalam satu dekade, dipengaruhi oleh
menjelang dan pasca- meningkatnya kepuasan publik
Pemilu) terhadap kinerja lembaga negara
menjelang dan setelah Pemilu 2024.
2025 Lembaga survei 53% Mengalami penurunan yang diduga
Indikator Politik dipengaruhi oleh meningkatnya kritik
Indonesia publik terhadap kinerja DPR, proses
legislasi, serta dinamika politik pasca-
Pemilu 2024.

Berdasarkan data pada Tabel 2, tingkat kepercayaan publik terhadap DPR
Republik Indonesia menunjukkan perkembangan yang fluktuatif sepanjang periode
2015-2025. Pada tahun 2015, tingkat kepercayaan publik berada pada angka 40
persen.®® Kondisi tersebut tidak dapat dilepaskan dari dinamika politik pasca
Pemilu 2014 yang ditandai dengan konflik antara Koalisi Merah Putih (KMP) dan
Koalisi Indonesia Hebat (KIH). Konflik politik yang terjadi pada awal periode
pemerintahan baru turut memengaruhi persepsi masyarakat terhadap kinerja DPR
sebagai lembaga legislatif, sehingga tingkat kepercayaan publik berada pada
kategori yang relatif rendah.

Pada tahun 2016, tingkat kepercayaan publik meningkat menjadi 48,5
persen. Peningkatan tersebut menunjukkan adanya perbaikan persepsi masyarakat

terhadap DPR seiring mulai meredanya konflik internal dan terciptanya stabilitas

9 Kompas.com, “Survei LSI: Kepercayaan Publik terhadap DPR Ada di Titik Terendah,” 17

Desember2015,https://nasional.kompas.com/read/2015/12/17/14485741/Survei.LSI.Kepercayaan.
Publik .terhadap.DPR.Ada.di.Titik. Terendah (diakses 10 Juni 2026).
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politik yang lebih baik. Namun demikian, peningkatan tersebut tidak berlangsung
lama karena pada tahun 2017 tingkat kepercayaan publik kembali mengalami
penurunan signifikan hingga mencapai 34 persen, yang merupakan angka terendah
selama periode pengamatan.®* Penurunan tersebut tidak terlepas dari berbagai kasus
korupsi dan kontroversi yang melibatkan anggota DPR sehingga memengaruhi citra
lembaga di mata masyarakat. Kondisi ini menunjukkan bahwa integritas lembaga
dan perilaku anggota DPR memiliki pengaruh yang besar terhadap tingkat
kepercayaan publik.®

Memasuki periode 2018 hingga 2020, tingkat kepercayaan publik kembali
menunjukkan tren peningkatan. Pada tahun 2018 kepercayaan publik mencapai
49,3 persen, % kemudian meningkat menjadi 61 persen pada tahun 2019 dan relatif
stabil pada angka 60,1 persen pada tahun 2020. Peningkatan tersebut dapat
dikaitkan dengan membaiknya stabilitas politik nasional pasca Pemilu serta
meningkatnya harapan masyarakat terhadap kinerja lembaga negara. Selain itu,
pada masa pandemi Covid-19 masyarakat cenderung memberikan dukungan yang
lebih besar kepada institusi negara dalam menghadapi situasi krisis nasional.

Pada tahun 2021 tingkat kepercayaan publik mengalami sedikit penurunan
menjadi 56 persen. Penurunan tersebut dapat dikaitkan dengan berbagai kritik
publik terhadap sejumlah kebijakan dan proses legislasi yang dinilai kurang

partisipatif. Meskipun demikian, tingkat kepercayaan publik kembali mengalami

% Tempo, “Survei: DPR dan Partai Politik Paling Tidak Dipercaya Publik,” Tempo.co, diakses 10
Juni 2026, https://www.tempo.co/politik/survei-dpr-dan-partai-politik-paling-tidak-dipercaya-
publik-nbsp--1341322

% Poltracking Indonesia, “Survei Poltracking soal Tingkat Kepuasan Publik: KPK 59%, DPR 34%,”
26 November 2017, diakses 10 Juni 2026, Poltracking Indonesia.

% Thsanuddin, “Ketua DPR Terkejut Tingkat Kepercayaan Masyarakat Meningkat terhadap DPR,”
Kompas.com, 28 Agustus 2018, diakses 10 Juni 2026, https://nasional.kompas.com/read/
2018/08/28/20425951/ketua-dpr-terkejut-tingkat-kepercayaan-masyarakat-meningkat-terhadap-dpr
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peningkatan pada tahun 2022 menjadi 61,4 persen dan terus meningkat pada tahun
2023 hingga mencapai 63,3 persen berdasarkan survei Populi Center. Capaian
tersebut merupakan tingkat kepercayaan tertinggi selama periode pengamatan dan
menunjukkan adanya persepsi positif masyarakat terhadap kinerja DPR menjelang
Pemilu 2024.

Pada tahun 2024, tingkat kepercayaan publik tercatat sebesar 62,6 persen.
Meskipun sedikit lebih rendah dibandingkan tahun sebelumnya, angka tersebut
tetap menunjukkan tingkat kepercayaan yang tinggi dan mencerminkan optimisme
masyarakat terhadap stabilitas politik nasional menjelang dan setelah pelaksanaan
Pemilu 2024.%7 Akan tetapi, pada tahun 2025 tingkat kepercayaan publik kembali
mengalami penurunan menjadi 53 persen. Penurunan tersebut mengindikasikan
bahwa tingkat kepercayaan publik terhadap DPR bersifat dinamis dan sangat
dipengaruhi oleh kinerja lembaga, proses legislasi, serta berbagai dinamika politik
yang berkembang pada periode tertentu.

Secara keseluruhan, data tersebut menunjukkan bahwa tingkat
kepercayaan publik terhadap DPR bersifat dinamis dan sangat dipengaruhi oleh
kualitas pelaksanaan fungsi legislasi, fungsi anggaran, dan fungsi pengawasan
DPR, serta persepsi masyarakat terhadap integritas dan akuntabilitas lembaga
tersebut. Fluktuasi tingkat kepercayaan publik tersebut menunjukkan bahwa
legitimasi DPR tidak semata-mata ditentukan oleh keberadaan kewenangan
konstitusional yang dimilikinya, tetapi juga oleh kualitas pelaksanaan fungsi

legislasi, pengawasan, dan anggaran.

% Litbang Kompas, "Exit Poll Litbang Kompas: 62,6 Persen Responden yang Puas dengan Kinerja
DPR," Kompas.com, 15 Februari 2024, https://nasional.kompas.com/read/2024/02/15/08063551
/exit-poll-litbang-kompas-626-persen-responden-yang-puas-dengan-kinerja, diakses 10 Juni 2026.
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Analisis lebih lanjut menunjukkan adanya keterkaitan yang erat antara
tingkat kepercayaan publik dengan pelaksanaan ketiga fungsi konstitusional DPR.
Dalam fungsi legislasi, tingkat kepercayaan publik sangat dipengaruhi oleh kualitas
produk hukum yang dihasilkan dan sejauh mana proses pembentukannya
memberikan ruang partisipasi kepada masyarakat. Produk legislasi yang dianggap
responsif terhadap kebutuhan publik cenderung meningkatkan kepercayaan
masyarakat, sedangkan kebijakan yang kontroversial seperti pengesahan Undang-
Undang Cipta Kerja dan revisi Undang-Undang KPK berpotensi menurunkan
tingkat kepercayaan publik terhadap DPR.

Hal yang sama juga terlihat dalam pelaksanaan fungsi pengawasan.
Sebagai lembaga yang memiliki kewenangan mengawasi jalannya pemerintahan,
DPR dituntut untuk menjalankan fungsi kontrol secara independen dan konsisten.
Ketika masyarakat menilai bahwa DPR mampu mengawasi pelaksanaan kebijakan
pemerintah secara efektif, maka tingkat kepercayaan publik cenderung meningkat.
Sebaliknya, apabila fungsi pengawasan dipersepsikan kurang optimal atau lebih
dipengaruhi oleh kepentingan politik tertentu, maka legitimasi DPR di mata
masyarakat dapat mengalami penurunan.

Selain itu, pelaksanaan fungsi anggaran juga memiliki pengaruh yang
signifikan terhadap kepercayaan publik. Sebagai lembaga yang membahas dan
menyetujui APBN, DPR dituntut untuk memastikan bahwa pengelolaan keuangan
negara dilakukan secara transparan, akuntabel, dan berorientasi pada kepentingan
masyarakat. Temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang secara konsisten
melaporkan kelemahan sistem pengendalian intern dan ketidakpatuhan pada lebih
dari 70 persen kementerian/lembaga setiap tahunnya menjadi salah satu faktor yang

memengaruhi persepsi masyarakat terhadap kemampuan DPR dalam menjalankan
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fungsi anggarannya. Keterbukaan dalam proses penganggaran serta kemampuan
DPR dalam mengawasi penggunaan anggaran negara menjadi faktor yang turut
menentukan persepsi masyarakat terhadap lembaga legislatif.

Berdasarkan analisis tersebut, dapat dipahami bahwa tingkat kepercayaan
publik terhadap DPR merupakan refleksi dari penilaian masyarakat terhadap
kualitas pelaksanaan fungsi konstitusional DPR. Oleh karena itu, upaya
membangun kepercayaan publik tidak cukup dilakukan melalui penguatan
kewenangan kelembagaan semata, melainkan harus diikuti dengan peningkatan
kualitas pelaksanaan fungsi legislasi, pengawasan, dan anggaran secara transparan,
akuntabel, partisipatif, dan berorientasi pada kepentingan rakyat. Dengan demikian,
kepercayaan publik dapat menjadi modal legitimasi yang memperkuat kedudukan
DPR sebagai lembaga perwakilan rakyat dalam sistem ketatanegaraan Indonesia.%
. Pelaksanaan Fungsi Konstitusional DPR Ditinjau Dari Perspektif Siyasah
Dustiriyyah

Dalam perspektif siyasah dustiriyyah, kekuasaan merupakan amanah (al-
amanah) yang wajib dijalankan berdasarkan prinsip keadilan (al-'adl), musyawarah
(al-syiird), dan kemaslahatan umum (al-maslahah al-'ammah). Kekuasaan tidak
dipandang sebagai hak yang bersifat mutlak, melainkan sebagai amanah yang harus
dijalankan untuk memenuhi kepentingan masyarakat daPn mewujudkan tujuan
bernegara.® Oleh karena itu, setiap lembaga negara yang memperoleh kewenangan

dari konstitusi berkewajiban menjalankan tugas dan fungsinya sesuai dengan

% Restu Gusti Monitasari, “Revitalisasi Kelembagaan DPR Melalui Reformasi Tata Kelola
Anggaran dalam Perspektif Hukum Tata Negara.” Jurnal Silatene Sosial Humaniora 3, no.1 (2025):
39-40.

®Abu al-Hasan Al-Mawardi, Al-Ahkam al-Sulthaniyyah, terj. Khalifurrahman Fath dan
Fathurrahman, (Jakarta: Qisthi Press, 2015), 15.
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prinsip-prinsip tersebut agar tercipta tata kelola pemerintahan yang adil dan

bertanggung jawab.%

il 152885 1 o i sk 105 Talhl ) e 555 0 s

“Sungguh, Allah menyuruhmu menyampaikan amanat kepada yang

berhak menerimanya, dan apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia
hendaknya kamu menetapkannya dengan adil” (QS. An-Nisa'": 58).10

Ayat tersebut memberikan landasan bahwa setiap pejabat publik wajib
melaksanakan tugas yang dipercayakan kepadanya secara jujur, adil, dan
bertanggung jawab. Dalam konteks ketatanegaraan Indonesia, amanah tersebut
diwujudkan melalui pelaksanaan fungsi legislasi, fungsi pengawasan, dan fungsi
anggaran yang dimiliki DPR berdasarkan Undang-Undang MD3.

Dalam sistem ketatanegaraan modern, kedudukan DPR sebagai lembaga
perwakilan rakyat memiliki kesamaan fungsi dengan konsep ahl al-hall wa al-'aqd
dalam pemikiran politik Islam. Konsep tersebut merujuk pada sekelompok orang
yang diberikan kewenangan untuk mewakili masyarakat dalam mengatur urusan
kenegaraan, menetapkan kebijakan yang berkaitan dengan kepentingan umum,
serta melakukan pengawasan terhadap jalannya pemerintahan.'%? Sebagai lembaga
yang mewakili rakyat, DPR tidak hanya bertanggung jawab kepada konstitusi dan

peraturan perundang-undangan, tetapi juga memiliki tanggung jawab moral untuk

100 Muhammad Igbal, Figh Siyasah: Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam (Jakarta: Kencana,
2014), 177-178.

101 Kementerian Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahannya, QS. An-Nisa' [4]: 58.

192 Yuni Kartika "Lembaga Legislatif Republik Indonesia dalam Perspektif Siyasah Dusturiyyah
(Analisis terhadap Fungsi Legislasi, Pengawasan, dan Anggaran)", Tesis Pascasarjana IAIN
Bengkulu, (2018): 89.
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memastikan bahwa setiap kebijakan yang dihasilkan benar-benar mencerminkan
kebutuhan dan aspirasi masyarakat.%

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR,
DPD, dan DPRD sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 13 Tahun 2019, DPR memiliki tiga fungsi utama, yaitu fungsi legislasi,
fungsi pengawasan, dan fungsi anggaran.’®® Ketiga fungsi tersebut merupakan
instrumen konstitusional yang diberikan kepada DPR untuk menjalankan prinsip
kedaulatan rakyat dalam sistem demokrasi Indonesia. Dalam perspektif siyasah
dustiriyyah, pelaksanaan ketiga fungsi tersebut harus senantiasa diarahkan pada
upaya mewujudkan kemaslahatan masyarakat serta mencegah terjadinya
penyalahgunaan kekuasaan yang dapat merugikan kepentingan publik.
1. Fungsi Legislasi DPR dalam Perspektif Siyasah Dustiuriyyah

Fungsi legislasi merupakan salah satu sarana utama untuk mewujudkan
tujuan negara melalui pembentukan peraturan perundang-undangan. Dalam
perspektif siyasah dustiariyyah, pembentukan suatu peraturan harus didasarkan
pada prinsip keadilan (al-'adl), musyawarah (syira), dan kemaslahatan umum
(maslakah al-'ammah). Oleh karena itu, kualitas suatu produk legislasi tidak hanya
diukur dari aspek formal pembentukannya, tetapi juga dari sejauh mana peraturan

tersebut mampu memberikan manfaat bagi masyarakat dan menjamin terpenuhinya

hak-hak warga negara.'%

108 J. Suyuthi Pulungan, Figh Siyasah: Ajaran, Sejarah, dan Pemikiran (Jakarta: RajaGrafindo
Persada, 2002), 66.

104 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD sebagaimana telah
diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2019.

105 Muhammad Defit Akmal, Maimun dan Eti Kartini, “Impementasi Konsep Keadilan Figh Siyasah
Dusturiyah dalam Praktik Sistem Peradilan di Indonesia” QANUN: Journal of Islamic Laws and
Studies 4, no.2 (2025): 964.
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Pelaksanaan fungsi legislasi DPR sebagaimana telah diuraikan pada
pembahasan sebelumnya menunjukkan bahwa DPR secara konstitusional telah
menjalankan kewenangannya dalam pembentukan undang-undang bersama
Presiden. Akan tetapi, berbagai kritik yang muncul terhadap proses legislasi
menunjukkan bahwa masih terdapat persoalan yang berkaitan dengan partisipasi
publik, transparansi pembahasan, serta persepsi masyarakat terhadap kualitas
produk hukum yang dihasilkan. Dalam perspektif siyasah dustiariyyah, kondisi
tersebut dapat dipahami sebagai tantangan dalam mewujudkan prinsip syira, yaitu
keterlibatan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan yang berkaitan
dengan kepentingan umum.

Prinsip syira menempatkan musyawarah sebagai mekanisme penting dalam
penyelenggaraan pemerintahan. Oleh karena itu, pembentukan undang-undang
yang memberikan ruang partisipasi publik secara memadai akan lebih
mencerminkan nilai-nilai siyasah dustiriyyah dibandingkan pembentukan undang-
undang yang dilakukan secara tertutup atau minim keterlibatan masyarakat. Dengan
demikian, kualitas pelaksanaan fungsi legislasi DPR tidak hanya dinilai dari jumlah
undang-undang yang dihasilkan, tetapi juga dari tingkat keterbukaan dan
kemampuan DPR dalam mengakomodasi aspirasi masyarakat dalam proses
pembentukan kebijakan.

2. Fungsi Pengawasan DPR dalam Perspektif Siyasah Dustiriyyah

Dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, fungsi pengawasan DPR bertujuan
untuk memastikan bahwa pemerintah menjalankan kewenangannya sesuai dengan
ketentuan hukum dan kepentingan masyarakat. Fungsi ini memiliki relevansi yang

kuat dengan konsep al-raqabah dalam siyasah dustariyyah, yaitu mekanisme
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pengawasan terhadap penyelenggaraan kekuasaan guna mencegah terjadinya
penyimpangan dan penyalahgunaan wewenang.'%

Pengawasan merupakan salah satu instrumen penting dalam mewujudkan
pemerintahan yang adil dan akuntabel. Dalam perspektif siyasah dustiariyyah,
kekuasaan yang tidak diawasi berpotensi menimbulkan ketidakadilan dan
merugikan masyarakat. Oleh karena itu, DPR sebagai lembaga perwakilan rakyat
memiliki tanggung jawab untuk melakukan kontrol terhadap kebijakan pemerintah
melalui berbagai instrumen konstitusional yang dimilikinya, seperti hak interpelasi,
hak angket, dan hak menyatakan pendapat.

Pelaksanaan fungsi pengawasan DPR sebagaimana telah dibahas
sebelumnya menunjukkan bahwa secara normatif DPR memiliki instrumen yang
memadai untuk mengawasi jalannya pemerintahan. Namun demikian, efektivitas
pelaksanaan fungsi pengawasan sering kali dipengaruhi oleh dinamika politik yang
berkembang di parlemen. Dalam perspektif siyasah dustiriyyah, independensi
dalam menjalankan pengawasan merupakan syarat penting agar fungsi tersebut
benar-benar dapat menjadi sarana untuk menjaga kepentingan masyarakat dan
mencegah penyalahgunaan kekuasaan. Oleh Kkarena itu, pengawasan yang
dilakukan DPR harus berorientasi pada kepentingan publik, bukan semata-mata
pada kepentingan politik kelompok tertentu.

3. Fungsi Anggaran DPR dalam Perspektif Siyasah Dustiriyyah

Fungsi anggaran merupakan kewenangan DPR untuk membahas dan

memberikan persetujuan terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara

(APBN) yang diajukan oleh pemerintah. Dalam perspektif siyasah dustariyyah,

106 J, Suyuthi Pulungan, Figh Siyasah: Ajaran, Sejarah, dan Pemikiran, 87-90.
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pengelolaan keuangan negara merupakan bagian dari tanggung jawab untuk
mewujudkan kemaslahatan umum serta menjamin distribusi sumber daya negara
secara adil kepada masyarakat.

Keuangan negara pada hakikatnya merupakan amanah yang harus
digunakan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dan mendukung
penyelenggaraan pemerintahan yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan rakyat.
Oleh karena itu, pelaksanaan fungsi anggaran harus dilakukan secara transparan,
akuntabel, dan berorientasi pada kepentingan publik. Setiap kebijakan anggaran
yang diambil oleh DPR harus mempertimbangkan manfaat yang dapat dirasakan
oleh masyarakat luas serta menghindari penggunaan anggaran yang tidak sesuai
dengan kebutuhan publik.

Dalam perspektif magasid al-syari‘ah, pengelolaan keuangan negara harus
diarahkan untuk mewujudkan kemaslahatan umum (al-maslakah al-'ammah)
melalui perlindungan terhadap berbagai aspek kehidupan masyarakat, seperti
agama (hifz al-din), jiwa (hifz al-nafs), akal (kifz al-'agl), keturunan (kifz al-nasl),
dan harta (kifz al-mal). Oleh karena itu, fungsi anggaran DPR tidak dapat dipahami
semata-mata sebagai kewenangan administratif dalam membahas dan menyetujui
APBN, melainkan juga sebagai instrumen strategis untuk memastikan bahwa setiap
kebijakan fiskal negara benar-benar berorientasi pada kesejahteraan rakyat. Dalam
kerangka siyasah maliyyah, penggunaan anggaran negara harus dilaksanakan
secara transparan, akuntabel, dan proporsional agar terhindar dari praktik
penyalahgunaan kewenangan yang berpotensi merugikan kepentingan publik.
Dengan demikian, kualitas pelaksanaan fungsi anggaran DPR tidak hanya diukur

dari aspek prosedural, tetapi juga dari sejauh mana kebijakan anggaran yang
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dihasilkan mampu memberikan manfaat nyata bagi masyarakat serta mendukung
terwujudnya tujuan bernegara.t’

Berdasarkan uraian mengenai fungsi legislasi, pengawasan, dan anggaran
tersebut, dapat dipahami bahwa siyasah dustiriyyah tidak hanya memberikan
landasan normatif bagi penyelenggaraan kekuasaan negara, tetapi juga berfungsi
sebagai kerangka evaluatif terhadap pelaksanaan kewenangan lembaga legislatif.
Dalam perspektif ini, keberhasilan DPR tidak cukup diukur dari terlaksananya
fungsi-fungsi konstitusional secara formal, melainkan juga dari kesesuaiannya
dengan nilai al-amanah (amanah), al-'adl (keadilan), al-syira (musyawarah), dan
al-maslahah al-'ammah (kemaslahatan umum). Oleh karena itu, upaya penguatan
kualitas kelembagaan DPR perlu diarahkan pada peningkatan transparansi,
akuntabilitas, partisipasi publik, serta optimalisasi mekanisme checks and balances
agar pelaksanaan fungsi konstitusional DPR tidak hanya memenuhi tuntutan hukum
positif, tetapi juga sejalan dengan nilai-nilai yang menjadi tujuan utama siyasah
dustiiriyyah, yaitu mewujudkan kemaslahatan dan keadilan bagi masyarakat secara

luas.108

107 Sulistriani, “Fungsi Legislasi Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) di Masa
Lame Duck Session pada Pemilihan Umum Tahun 2024 dalam Perspektif Hukum Positif dan
Siyasah Dusturiyah”, Skripsi Program Studi Studi Hukum Tata Negara IAIN Curup, (2024), 70-75.
108 Abdul Wahhab Khallaf, Al-Siyasah al-Syar‘iyyah (Kairo: Dar al-Anshar, t.t.), 18-19.
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BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan
Berdasarkan hasil analisis terhadap fungsi konstitusional DPR RI
menurut UUD 1945, UU MD3, dan perspektif sivasah dustiriyyah, kesimpulan
penelitian ini dirumuskan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan fungsi konstitusional DPR berdasarkan Undang-Undang Nomor 17
Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (UU MD3) yang meliputi fungsi
legislasi, pengawasan, dan anggaran pada dasarnya telah memiliki landasan yuridis
yang jelas dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Namun, dalam praktiknya
pelaksanaan ketiga fungsi tersebut masih menghadapi berbagai tantangan yang
berkaitan dengan kualitas proses legislasi, optimalisasi pengawasan terhadap
pemerintah, serta transparansi dan akuntabilitas dalam pelaksanaan fungsi
anggaran. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa keberhasilan pelaksanaan fungsi
konstitusional DPR tidak hanya ditentukan oleh kewenangan yang dimiliki secara
normatif, tetapi juga oleh kualitas implementasinya dalam memenuhi aspirasi dan
kepentingan masyarakat. Oleh karena itu, pelaksanaan fungsi legislasi,
pengawasan, dan anggaran memiliki Kketerkaitan yang erat dengan tingkat
kepercayaan publik terhadap DPR, karena semakin baik kualitas pelaksanaan
fungsi-fungsi tersebut, semakin kuat pula legitimasi dan kepercayaan masyarakat
terhadap lembaga legislatif sebagai representasi rakyat.

2. Ditinjau dari perspektif Siyasah Dustiriyyah, pelaksanaan fungsi konstitusional
DPR memiliki relevansi dengan konsep ahl al-hall wa al-'aqd sebagai lembaga

perwakilan yang menjalankan amanah rakyat dalam mengatur urusan kenegaraan.
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Fungsi legislasi mencerminkan prinsip al-syira (musyawarah), fungsi pengawasan
sejalan dengan konsep al-ragabah (pengawasan), sedangkan fungsi anggaran
berkaitan dengan siyasah maliyyah yang berorientasi pada pengelolaan keuangan
negara demi kemaslahatan umum. Meskipun secara normatif fungsi-fungsi tersebut
telah sesuai dengan prinsip-prinsip Sivasah Dustariyyah, implementasinya masih
perlu diperkuat agar lebih mencerminkan nilai al-amanah (amanah), al-'adl
(keadilan), dan al-maslahah al-'ammah (kemaslahatan umum). Dengan demikian,
peningkatan transparansi, akuntabilitas, partisipasi publik, serta komitmen terhadap
kepentingan rakyat menjadi aspek penting untuk mewujudkan pelaksanaan fungsi
konstitusional DPR yang tidak hanya sesuai dengan hukum positif, tetapi juga

selaras dengan nilai-nilai ketatanegaraan Islam

. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, peneliti merumuskan beberapa saran yang dapat

diberikan antara lain:

1. DPR RI bersama Pemerintah diharapkan segera melakukan reformasi
kelembagaan dan legislasi, khususnya melalui revisi terhadap Undang-Undang
MD3. Perubahan tersebut harus diarahkan pada penguatan mekanisme control
konstitusional dalam penyelenggaraan pemerintah, penataan ulang hak-hak
finansial yang rasional, serta penyusunan mekanisme sanksi hukum yang tegas
terhadap pembangkangan atas putusan Mahkamah Konstitusi. Selain itu, DPR
wajib mengedepankan prinsip public hearing substantif dan transparansi dalam
setiap pembentukan undang-undang guna memulihkan serta meningkatkan
kembali kepercayaan publik (trust) yang melemah.

2. Partai politik hendaknya melakukan evaluasi mendalam terhadap sistem

kaderisasi dan meminimalisasi praktik politik transaksional yang dipicu oleh
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sistem pemilu proporsional terbuka. Para anggota DPR terpilih diharapkan
mampu menginternalisasikan nilai-nilai Siyasah Dusttriyyah, yaitu sifat
amanah, keadilan, dan orientasi pada kemaslahatan umat (tasarruful imam 'ala
ar-ra'ityyah manuthun bil maslahah), sehingga fungsi legislasi, anggaran, dan
pengawasan dapat berjalan efektif demi kepentingan rakyat, bukan demi
kepentingan oligarki kelompok.

. Bagi peneliti akademis di bidang Hukum Tata Negara (Siyasah), penelitian ini
masih terbatas pada analisis yuridis UU MD3 dan perspektif Siyasah
Dusttiriyyah normatif-analitis terhadap fungsi DPR. Oleh karena itu, disarankan
kepada peneliti berikutnya untuk memperluas lokus penelitian, misalnya dengan
menggunakan metode yuridis-empiris untuk mengukur secara kuantitatif sejauh
mana persepsi masyarakat terhadap efektivitas kinerja DPR di daerah pemilihan
tertentu, atau mengkaji lebih dalam mengenai model ideal partisipasi publik
bermakna (meaningful participation) dalam perspektif hukum Islam

kontemporer.
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